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ABSTRAK 
Nama :   Wahyuni Hamka 
NIM  :   10300113008 
Judul  :  Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana 
Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa) 
 
 Perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara 
keseriusannya tanpa alasan atau pembenaran yang jelas merupakan kegagalan suatu 
sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum. Pada perkara 
tindak pidana penganiayaan hal tersebut dapat memberikan efek tidak jera seseorang 
melakukan tindak pidana. Olehnya itu pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana 
disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan pada putusan 
Pengadilan Negeri Sungguminasa? Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke 
dalam beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dapat 
terjadi atas Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan No. 261/Pid.B/2015 dan No. 
22/Pid.B/2016 Pengadilan Negeri Sungguminasa? 2) Bagaimana Disparitas Putusan 
Hakim perspektif hukum Islam atas Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan No. 
261/Pid.B/2015 dan No. 22/Pid.B/2016 di Pengadilan Negeri Sungguminasa? 3) 
Bagaimana persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang Disparitas Putusan 
Hakim khususnya pada Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan No. 
261/Pid.B/2015 dan No. 22/Pid.B/2016?. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan 
adalah: pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Adapun  sumber data 
penelitian ini adalah sumber data primer dengan wawancara langsung ke lapangan 
dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, studi dokumen, dan wawancara,. Lalu, teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
identifikasi data, reduksi data, dan editing data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dua putusan hakim dalam tindak 
pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat itu terdapat disparitas pidana 
dengan melihat kasuistik perkara. Namun, disparitas pidana yang diakibatkan 
merupakan suatu fenomena putusan hakim yang kerap terjadi disetiap negara hukum. 
Sedangkan menururt perspektif hukum Islam, disparitas putusan hakim pada perkara 
tindak pidana penganiayaan kemungkinan kecil terjadi karena mengandung sistem 
perumusan definite (ditentukan secara pasti). 
Implikasi dari penelitian ini adalah; 1) Aparat penegak hukum perlu 
memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan 
itu adalah suatu perbedaan yang wajar apabila beralasan (reasonable). 2) Para pejabat 
hukum yang masuk dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana hedaknya bekerja 
secara kolektif, terpadu dan mengedepankan profesionalisme. 3) Hakim dalam 
menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan pemidanaan guna mendidik dan 
memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik 
Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Sebagai negara 
hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu 
menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan 
hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di 
dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang 
penting yakni asas praduga tak bersalah (presumption of innocene).1 Asas yang 
demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan 
bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai 
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 
kekuatan hukum tetap.2 
Prihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, 
dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasahnya “putusan hakim” di satu pihak 
                                                             
1Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 33. 
2Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bab I, pasal 1. 
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berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang 
“statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap 
putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya 
hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan garasi, dan sebagainya. Sedangkan 
di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan 
hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, 
kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, 
mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim 
yang bersangkutan.3 
Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan 
pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai 
kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan 
perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga 
pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan 
pidana. 
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tidak jarang seorang hakim 
memutuskan suatu perkara dengan dasar pertimbangan keselamatan diri dan 
keluarganya, baik karena tekanan atau ancaman; dengan dasar pertimbangan uang, 
jabatan dan lain sebagainya. Yang demikian itu sering terjadi dalam masa 
kepemimpinan Orde Baru atau bahkan sampai sekarang ini juga masih berjalan.4 
                                                             
3Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia 
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 129. 
4Sholeh So’an, Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara-Hakim-Polisi-Jaksa) 
Dalam Pandangan Islam (Bandung: Agung Ilmu, 2004) h. 133.    
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Hal tersebut sangatlah relevan dengan saat ini bahwa independensi hakim 
dalam dunia peradilan sudah dikotori oleh mafia peradilan dengan wujud perkara-
perkara yang dijadikan sebuah komoditas (barang dagangan) atau dengan kata lain 
praktik suap baik yang terjadi di kejaksaan maupun pengadilan untuk 
memperlancar jalannya perkara pidana tersebut. Inilah yang dirasa 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan akhirnya berdampak 
pula kepada sistem penegakan hukum dalam bidang pidana (criminal justice 
system).  
Dari sini akan terlihat suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu 
indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan 
keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice 
system).5 
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat 
diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan 
mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan bahwa pada 
hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.6 
Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam 
menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang 
                                                             
5Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Semarang: Alumni, 1992), h. 120. 
6Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7. 
4 
 
 
 
memperingan dan hal-hal yang memberatkan, baik yang terdapat di dalam maupun 
di luar Undang-undang.7  
Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan berkenaan dengan 
perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, 
tanpa alasan atau pembenaran yang jelas disebut dengan disparitas pidana.8 
Di dalam perkara tindak pidana penganiayaan menurut KUHP yang dimuat 
dalam Bab buku II, pasal 351-358 diklasifikasikan menjadi 6 jenis yaitu: 
penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan 
berat, penganiayaan berat berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang 
berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan. Masing-masing 
penganiayaan tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal 
pemidanaannya. Namun, disini yang peneliti fokuskan hanya satu jenis 
penganiayaan saja, yaitu pada Pasal 351 ayat (2) KUHP “penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat”. 
Dalam penelelitian ini beberapa putusan yang menjadi bahan penelitian 
nampak adanya perbedaan penjatuhan pidana, yaitu dalam putusan No. 
261/Pid.B/2015 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan putusan No. 
22/Pid.B/2016 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan masing-
masing terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan 
luka berat”. 
                                                             
7Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, h. 92. 
8MYS Law Library, “Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional”, 01 
oktober 2013. http://www.myslawlibrary.wordpress.com  (25 september 2017). 
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Berdasarkan doktrin dan pendapat dari beberapa arrest Hoge Raad (HR) 
ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja yang diajukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh 
orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.9 
Menurut Rodolph J. Gerber dan Patrick D. McAnany sebagaimana dikutip 
oleh M. Sholehuddin dalam bukunya menyatakan bahwa ada beberapa diantara 
para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar 
masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskan ke 
penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa 
memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses 
pengadilan sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal 
yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi 
paksaan publik pada individu.10 
Penegakan hukum dalam hukum pidana dapat tecapai apabila tujuan dari 
pemidanaan itu terpenuhi yang tidak sekedar menjatuhkan pidana terhadap 
seseorang, akan tetapi makna filosofi dari pemidanaan itu dapat dirasakan oleh 
terpidana dan berdampak positif saat terpidana selesai menjalani masa 
pemidanaannya yaitu setelah ia bebas dari rumah tahanan dan kembali di 
masyarakat.  
Lebih lanjut lagi, Molly Cheang dalam bukunya “Disparity of Sentencing” 
yang ikutip oleh Muladi mengatakan seorang hakim mungkin berpikir bahwa 
                                                             
9Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2007), h. 12.  
10M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System 
& Implementasinya (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83. 
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tujuan serupa pencegahan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara. Namun di 
lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa 
pengenaan denda akan lebih efektif. Persepsi hakim inilah terhadap filsafat 
pemidanaan dan tujuan pemidanaan sangat memegang peranan penting di dalam 
penjatuhan pidana.11 
Dalam perspekif hukum Islam, dikenal salah satu  konsep penting yang 
menjadi kajian hukum Islam yaitu maqaahid al-syariá12 ialah tentang tujuan 
ditetapkannya hukum dalam Islam yang digunakan para mujtahid untuk 
melakukan ijtihad.  Adapun inti dari konsep maqashid al-syariáh adalah untuk 
mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau pendek kata, 
menarik manfaat dan menolak mudarat.13 
Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya 
(manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan 
pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi 
kehidupan manusia. Terutama kebutuhan bagi kehidupan manusia.14 
Menurut hukum Islam, konsep maqashid al-syariáh memberikan 
standarisasi tujuan  dari pemberlakuan hukum Islam, yaitu kemashlahatan. 
Kemashlahatan manusia baru terwujud apabila manusia tersebut memperoleh 
kemanfaatan atau kebaikan terhadap dirinya. 
 
                                                             
11M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System 
& Implementasinya, h. 122. 
12Amir Muallim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII 
Press, 1999), h. 51. 
13Amir Muallim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, h. 52. 
14Misbahuddin, Ushul Fiqh II (Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 119. 
7 
 
 
 
Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Anám/6: 104 sebagai berikut: 
                              
         
Terjemahnya: 
Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; Maka 
Barangsiapa melihat (kebenaran itu), Maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; 
dan Barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), Maka kemudharatannya 
kembali kepadanya. dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah 
pemelihara(mu).15 
Dari ayat di atas, telah jelas bahwa di dalam tujuan pemberlakuan hukum 
Islam tersebut adalah guna memperoleh kemaslahatan untuk para hambanya baik 
di dunia maupun di akhirat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dalam konteks ini, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis delik 
harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani 
pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali 
ke masyarakat. Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan 
kemashlahatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. 
Kemudian juga memberikan kemashlahatan bagi korban dan masyarakat pada 
umumnya, karena dengan diterimanya bekas terpidana oleh masyarakat, ia dapat 
merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat 
akan hidup nyaman dan tentram. 
Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam 
apakah penerapan pidana di Indonesia telah memenuhi rasa keadilan segala pihak 
dengan melihat dari fenomena hukum yaitu disparitas pidana, hal ini akan 
dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Disparitas Putusan Hakim 
                                                             
15Kementerian Agama RI, Al-Quránulkarim (PT Cordoba Internasional Indonesia. 2017), 
h. 141. 
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dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa)”. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fakus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada disparitas putusan hakim dalam perkara tindak 
pidana penganiayaan  studi putusan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka deskripsi penelitian ini yaitu: 
a. Disparitas putusan hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah disparitas 
pidana (disparity of sentencing) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang 
tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak 
pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar 
pembenaran yang jelas. Adapun fokus perhatian pada penelitian ini adalah 
mencermati disparitas yang mungkin terjadi di antara putusan yang bersifat 
horizontal, yakni putusan-putusan pengadilan pada tingkat yang sama. 
b. Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan melawan hukum berupa 
kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang 
dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (misbandeling), 
dimuat dalam Bab XX buku II, pasal 351 s/d 358. Dalam penelitian ini akan 
berfokus pada Pasal 351 ayat (2). 
c. Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (judgment) hakim untuk 
mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Putusan hakim 
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merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Objek 
dalam penelitian ini  memuat putusan berkekuatan hukum tetap. 
d. Pengadilan Negeri Sungguminasa ialah lembaga pengadilan yang berwenang 
mengadili tindak pidana yang terjadi dalam dearah hukum kekuasaannya. 
Dalam penelitian ini menjadi lokasi penelitian yang telah dipilih putusannya 
untuk menjadi objek penelitian. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 
dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:  
Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana 
Penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa ? Berdasarkan 
pokok masalah tersebut dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana 
Penganiayaan pada Putusan No. 261/Pid.B/2015 dan No. 22/Pid.B/2016 
Pengadilan Negeri Sungguminasa? 
2. Bagaimana Disparitas Putusan Hakim perspektif hukum Islam atas Tindak 
Pidana Penganiayaan pada Putusan No. 261/Pid.B/2015 dan No. 
22/Pid.B/2016 di Pengadilan Negeri Sungguminasa? 
3. Bagaimana persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang 
Disparitas Putusan Hakim khususnya pada Tindak Pidana Penganiayaan 
pada Putusan No. 261/Pid.B/2015 dan No. 22/Pid.B/2016? 
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D. Kajian Pustaka 
Penelitian ini berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak 
Pidana Penganiayaan (Studi  Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, berikut 
beberapa literatur dan hasil penelitian yag sedikit bersinggungan dengan penelitian 
ini antara lain, yaitu: 
1. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Teori-
Teori dan Kebijakan Pidana” menguraikan tentang masalah implementasi 
pemidanaan yang besifat universal, yakni masalah disparitas pidana 
(disparity of sentencing) beserta dampaknya serta usaha mengatasinya. 
Dari tulisan ini,  dapat dikaji bahwa penganutan pengambil kebijakan 
(policy maker) terhadap aliran-aliran di dalam hukum pidana ternyata tidak 
dapat dilakukan secara mudah, sebab ternyata dalam hal ini masih 
diperlukan perangkat-perangkat pelengkap lain untuk mendukungnya. 
Namun dalam buku ini tidak menjelaskan tentang disparitas putusan hakim 
dalam perspektif hukum islam atas tindak pidana penganiayaan. 
2. Luhut M.P Pangaribuan dalam catatannya pada buku yang berjudul 
Pengadilan, hakim dan Advokat: catatan hukum Luhut M.P Pangaribuan 
menyatakan bahwa di dalam undang-undang ada hukuman minimum dan 
ada maksimum. Hakim harus mengetahui di titik mana dia menjatuhkan 
putusannya sesuai pertimbangan kasus per kasus. Jadi hakim itu benar-
benar bisa memberikan keadilan. Namun dalam buku ini tidak 
menyinggung tentang putusan hakim yang mengandung disparitas 
pemidanaan. 
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3. Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Tubuh 
& Nyawa” menguraikan tentang rumusan kejahatan-kejahatan yang sering 
sekali terjadi di masyarakat, yaitu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa 
orang. Buku ini, dalam mengurai setiap bentuk kejahatan yang dirumuskan 
undang-undang dilakukan dengan cara mengurai unsur-unsur kejahatan 
satu demi satu dengan memebedakan antara unsur yang bersifat obyektif 
dengan unsur yang bersifat subyektif. Cara ini dilakaukan dengan 
bermaksud agar lebih mudah untuk memahami arti dan maksud dari 
norma-norma kejahatan yang dirumuskan itu. Namun pada buku ini tidak 
memuat praktik peradilan dalam memproses tindak pidana tersebut. 
Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 
praktik peradilan yang memuat putusan yang disparitas. 
4. Skripsi Dwi Agus Veryadi dengan judul Disparitas Putusan Hakim Dalam 
Kasus Pencurian Ternak (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan). 
Pembahasan dalam skripsi ini, yang pokok adalah tindak pidana pencurian 
ternak termasuk tindak pidna pencurian yang diperberat. Di dalam KUHP 
pada pasal 363 telah diatur mengenai pencurian ternak yang berkaitan 
dengan harta benda, dengan sanksi pidana yaitu lebih berat dari bentuk 
pokoknya, kemudian atas dasar peraturan tersebut penyususn meneliti 
bagaimana realita putusan hakim terhadap kasus pencurian ternak dan 
apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap kasus pencurian ternak sehingga menyebabkan terjadinya 
disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pemakasan. Perbedaan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penyususn adalah perbedaan pertama pada 
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lokasi penelitian, Dwi Agus Veryadi berlokasi di Pemakasan, sedang 
peneliti berada di Sungguminasa, perbedaan kedua adalah kasusnya, Dwi 
Agus Veryadi mengangkat kasus pencurian ternak, sedangkan peneliti 
Penganiayaan, perbedaan ketiga adalah pembatasan penelitian disparitas 
yang dibahas Dwi Agus Veryadi terletak pada peraturan perundang-
undnagan, yaitu pada Pasal 363 KUHP, sedangkan disparitas yang dikaji 
peneliti dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu bagaimana disparitas 
perspektif hukum Islam, serta mengetahui persepsi disparitas ini 
dikalangan akademisi dan praktisi hukum. 
Berdasarkan pemaparan literatur tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada 
literatur yang membahas mengenai disparitas pidana khususnya pada tindak 
pidana penganiayaan. Meskipun ada penelitian terdahulu yang membahas tentang 
disparitas putusan hakim, namun tidak membahas dari perspektif hukum Islam. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan ini bertujuan 
untuk: 
a. Mengetahui sebab-sebab bagaimana Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi 
atas Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan No. 261/Pid.B/2015 dan No. 
22/Pid.B/2016 Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
b. Mengetahui secara jelas Disparitas Putusan Hakim perspektif hukum Islam 
atas Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan No. 261/Pid.B/2015 dan No. 
22/Pid.B/2016 di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
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c. Mengetahui bagaimana persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang 
Disparitas Putusan Hakim khususnya pada Tindak Pidana Penganiayaan pada 
Putusan No. 261/Pid.B/2015 dan No. 22/Pid.B/2016. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan di 
bidang hukum. 
b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi konstribusi bagi kajian ilmu 
hukum, dan juga sekaligus masukan bagi para hakim dalam meningkatkan 
kualitas putusannya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana 
Menurut pemikiran Chaeng Molly sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, 
yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana 
yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap 
tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of 
comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu 
menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk legal category 
(kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap 
mereka yang melakukan bersama suatu delik. 1 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau 
jarak.2 Menurut Black’s Law Dictionary, disparity is inequality or a difference in 
quantity or quality between two or more things.3 Terjemahan bebasnya, disparitas 
adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih 
dari sesuatu. 
Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa 
disparitass pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu: 
1) Disparitas antara pidana yang sama; 
2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama; 
                                                             
1Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT. Alumni, 
2005), h. 53. 
2Hasan Alwi et. al. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan 
Balas Pustaka, 2002), h. 270. 
3A Bryan Garner, Black’s Law Dictionary (St Paul Minn, 1999), h. 482. 
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3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; 
4) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk 
tindak pidana yang sama. 4 
Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo inilah dapat kita temukan wadah 
dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. 
Disparitas tidak hanya terjadi terhadap tindak pidana yang sama, melainkan juga 
pada tingkat keseriusan dari tindak pidana, dan juga terhadap putusan hakim, baik 
pada satu majelis hakim maupun terhadap majelis hakim yang berbeda dalam 
perkara yang sama. Kenyataan mengenai ruang lingkup terhadap tumbuhnya 
disparitas membuat timbulnya inkonsistensi di dalam lingkungan peradilan.  
Adapun disparitas pemidanaan memberikan dampak positif dan negatif 
terhadap sistem peradilan Indonesia. Menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana 
juga dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain ialah:5 
1) Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis 
masyarakat terhadap sistem pidana yang ada 
2) Gagal mencegah terjadinya tindak pidana 
3) Mendorong terjadinya tindak pidana 
4) Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar. 
Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat diketahui bahwa dampak yang 
timbul dari adanya disparitas peradilan pidana membawa hal-hal negatif yang 
berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum 
serta falsasah pemidanaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari 
                                                             
4Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 57. 
5Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , h. 68. 
 
16 
 
kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan 
sebagai sesuatu yang sepele oleh masyarakat. Suatu fakta hukum dapat dilihat dari 
berbagai sudut pandang. 
Di samping adanya dampak negatif sebagaimana yang telah dijelaskan di 
atas, disparitas peradilan pidana juga membawa dampak positif. Hal ini sesuai 
dengan pandangan dari salah satu ahli hukum yang tidak sependapat bahwa 
disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisir. Para ahli 
hukum ini tidak memandang disparitas peradilan pidana sebagai suatu kesalahan 
atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan 
dengan hal ini, Oemar seno Adji berpendapat bahwa: 
Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman 
delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus 
disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Disparitas pemidanaan 
juga dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.6 
Pendapat dari Oemar Seno Adji tersebut dapat dibenarkan karena untuk 
mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyeragamkan 
pidana yang akan dijatuhkan tetapi hendaknya putusan tersebut mempunyai alasan 
atau dasar yang rasional. 
Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu 
pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada 
alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas 
kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan 
padanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi yang mana hakim dalam 
usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat 
mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan 
                                                             
6Oemar Seno Adji, Hukum-hukum Pidana (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 28-29. 
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alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini 
diterapkan, secara logika disparitas peradilan pidana akan dapat diterima oleh 
pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 
1. Teori-Teori Putusan Hakim  
Dalam memutus suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh 
hakim. Menurut pendapat Mackenzie, ada beberapa bentuk teori atau pendekatan 
yang dapat dipergunakan hakim dalam membuat pertimbang penjatuhan putusan 
dalam sebuah perkara, yaitu sebagai berikut :  
a. Teori Keseimbangan   
Teori keseimbangan disini merupakan keseimbangan antara syarat yang 
telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang dan kepentingan para pihak yang 
tersangkut atau berkaitan dengan perkara tersebut, yaitu antara lain seperti adanya 
sebuah keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, 
kepentingan terdakwa dan kepentingan korbannya, atau kepentingan penggugat 
dan pihak tergugat.7 
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan sebuah diskresi atau kewenangan 
dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan sebuah putusan, hakim akan 
menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi semua pelaku tindak 
pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan para pihak yang 
berperkara, yaitu penggugat dan juga tergugat, dalam perkara perdata, pihak 
                                                             
7Ahmad Ri’fai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 105. 
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terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, 
hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi 
daripada pengetahuan dari hakim.8 
c. Teori Pendekatan Keilmuwan  
Titik tolak dari ilmu ini merupakan sebuah pemikiran bahwa proses 
penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematik dan penuh kehati-hatian 
khususnya yang berkaitan dengan putusanputusan terdahulu dalam rangka untuk 
menjamin konsistensi dari putusan hakim.9 
d. Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari hakim merupakan hal yang dapat membantunya untuk 
menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman 
tersebut, hakim dapat mengetahui bagaimana akibat dari putusan yang dijatuhkan 
dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku dan korban maupun 
masyarakat.10 
e. Teori Ratio Decindendi  
Teori ini didasarkan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek pokok 
perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan 
yang dirasa relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai acuan dasar 
hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus berdasarkan 
pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan bentuk 
keadilan bagi para pihak yang berperkara.11 
                                                             
8Ahmad Ri’fai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h. 106. 
9Ahmad Ri’fai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h. 107 
10Ahmad Ri’fai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h. 108 
11Ahmad Ri’fai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h. 110. 
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f. Teori Kebijaksanaan  
 Aspek teori ini memfokuskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga 
dan orang tua juga  ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, 
mendidik dan melindungi terdakwa, agar kemudian hari dapat menjadi manusia 
yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.12                                                 
2. Dasar Pertimbangan dan Bentuk-Bentuk Putusan Hakim 
a. Dasar pertimbangan  
1) Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang memandang 
hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi asas-asas hukum, norma-
norma hukum, dan aturan-aturan hukum. 
a) Dasar pemberatan pidana 
Menurut Jonkers sebagaimana telah disadur oleh Zainal Abidin bahwa 
dasar umum pemberatan atau penambahan pidana yang terdapat di dalam undang-
undang adalah:13 
(1) Kedudukan sebagai pegawai negeri 
Yang dimaksud dengan pegawai negeri ialah mereka yang diangkat oleh 
penguasa umum yang berwenang dalam jabatan umum untuk melakukan 
sebagaian tugas negara atau alat-alat perlengkapan.14 
Didalam KUHP pasal 52 dinyatakan: 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu 
kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana 
                                                             
12Ahmad Ri’fai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h. 112. 
13Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 427. 
14Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan (Cet. I; 
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 86. 
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memakaikekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. 
Unsur-unsur pegawai negeri menurut pasal di atas yaitu: 
(a) Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya 
(b) Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena 
jabatannya. 
Jadi, kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka 
pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu 
ditambahkan dengan sepertiganya. 
(2) Recidive (pengulangan tindak pidana) 
Recidive atau pengulangan tindak pidana (delik) terjadi dalam hal 
seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan 
suatu putusan hakim yang tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan 
suatu tindak pidana lagi.  
Recidive ini merupakan alasan pemberatan pidana untuk tindak-tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam satu “kelompok jenis”, yaitu pasal 486, 487 dan 
488 KUHP yang menurut beberapa macam kejahatan apabila dalam waktu tertentu 
dilakukan pengulangan lagi, maka dapat dikenakan pidana yang diperberat sampai 
1/3-nya dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu.15 
Disamping itu, recidivis terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis” 
diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu Buku II KUHP, yaitu 
                                                             
15Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan, h. 
188-189. 
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dalam pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 
321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2).16 
Recidive diklasifikasikan menjadi dua sistem, yaitu: 
(a) Recidive umum 
Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana 
apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk 
pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan 
maupun tenggang waktu pengulangannya. Maka sistem ini tidak ada daluwarsa 
recidive. 
(b) Recidive khusus 
Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan 
pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan 
yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam 
tenggang waktu tertentu pula. 
Sistem yang terakhir inilah yang berlaku di Indonesia. Sedangkan tindak 
pidana tertentu yang dimaksudkan tersebut diantaranya pada delik penipuan, 
pencurian dan penggelapan.Jadi, Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu 
terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu tindak pidana 
(delik) yang diantarai oleh putusan Pengadilan Negeri telah memidana pembuat 
delik.17 
 
                                                             
16Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Ed. 2; Cet. V; Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2003), hal. 67. 
17Salam Siku, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 
Wawancara, Gowa, 17 November 2017. 
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(3) Concursus (perbarengan tindak pidana) 
Didalam KUHP diatur dalam dalam pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari: 
(a) Perbarengan peraturan (concursus idealis), dalam pasal 63, bila suatu 
perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. 
(b) Perbuatan berlanjut (delictum continuatum), dalam pasal 64 bila: 
 Seseorang melakukan beberapa perbuatan 
 Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran 
 Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 
(c) Perbarengan perbuatan (concursus realis), dalam pasal 65 bila: 
 Seseorang melakukan beberapa perbuatan 
 Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu 
tindak pidana (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis 
atau berhubungan satu sama lain. 
Terkait dengan dasar pemberatan pidana tersebut diatas, Adami Chazawi 
menambahkan satu lagi, yaitu melakukan suatu tindak pidana dengan 
menggunakan sarana bendera kebangsaan. Hal ini dirumuskan dalam pasal 52 a, 
KUHP yang bunyinya: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat 
ditambah sepertiga.”18 
                                                             
18Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2 (Cet. 2; jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2005), h. 79.   
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Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang 
No. 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958). Alasan pemberatan 
pidana yang diletakkan pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut 
obyektif dapat mengelabui orangorang, dapat menimbulkan kesan seolah-olah apa 
yang dilakukan si pembuat itu adalah sesuatu perbuatan yang resmi, sehingga oleh 
karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat daam usahanya 
melakukan kejahatan.19 
b) Dasar peringanan pidana 
Menurut Jonkers, yang telah disadur oleh Djoko Prakoso bahwa hal-hal 
yang meringankan pemidanaan yaitu antara lain:20 
(1) Percobaan untuk melakukan kejahatan (poging) 
Percobaan atau poging diatur dalam pasal 53 KUHP. Pasal ini tidak 
memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya memberikan suatu batasan 
bilakah ada percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana.   
Adapun unsur-unsur dari delik percobaan adalah: 
(a) Harus ada niat, artinya orang harus dengan sengaja melakukan perbuatan 
jahat; 
(b) Harus ada permulaan pelaksanaan, yaitu orang harus sudah mulai melakukan 
perbuatan pelaksanaan kejahatan itu; 
(c) Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri. 
maksudnya niat jahat itu batal bukan kehendak sendiri.  
                                                             
19Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, h. 80. 
20Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, h. 105-106. 
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Percobaan merupakan suatu hal yang meringankan pemidanaan karena 
pembuat undang-undang beranggapan bahwa perbuatan percobaan itu tidaklah 
menimbulkan kerugian sebesar apabila kejahatan itu dilakukan sampai selesai. 
(2) Pembantuan (medeplichtige) 
Pembantuan diatur di dalam pasal 56 KUHP yang berisi ketentuan dipidana 
sebagai pembantu melakukan suatu kejahatan terhadap barang siapa: 
(a) Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;  
(b) Yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan. 
Terhadap pembantuan ini dikenakan pidana yang lebih ringan daripada 
yang dikenakan pada si pembuatnya (orang yang dibantu). Pembantuan merupakan 
salah satu hal yang meringankan pemidanaan; karena pembantuan itu sifatnya 
hanyalah menolong atau membantu, memberi sokongan, sedangkan inisiatif dalam 
melakukan tindak pidana dipegang oleh si pembuat.  
2)  Pertimbangan Non Yuridis/Sosiologis 
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-
nilai yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional 
Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, Hakim 
mempertimbangkan : 
a) Kesalahan terdakwa; 
b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c) Cara melakukan tindak pidana; 
d) Sikap batin membuat tindak pidana; 
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e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; 
f) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
g) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; 
h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga. 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan 
keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang 
sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang Hakim. 
b. Bentuk-bentuk putusan hakim 
1) Putusan bebas yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP. 
Putusan bebas merupakan sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
yang berupa pembebasan untuk terdakwa dari suatu tindak pidana yang 
dituduhkan terhadapnya.21 
2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, diatur dalam ketentuan  Pasal 
191 ayat 2 KUHAP. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila dalam 
sebuah persidangan ternyata terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perlu 
diketahui bahwa sebuah perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah 
perbuatan yang berbentuk tindak pidana, dan oleh karena itu terhadap 
terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum terhadapnya.22 
3) Putusan pemidanaan, diatur didalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang 
merupakan dalam hal terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam 
                                                             
21Ahmad Ri’fai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h. 116. 
22Ahmad Ri’fai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h 116. 
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dakwaan Penuntut Umum, maka terhaadap terdakwa harus dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.23 
3. Sikap Hakim Memutus Perkara dalam Islam  
Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang bertugas untuk menangani 
pelaksanaan hukum, hal ini ditempatkan sebagai suatu hal yang wajib, dan hakim 
sebagai personil utama di dalamnya berkewajiban untuk menerima, memeriksa 
dan menyelesaikan segala perkara yang dihadapkan kepadanya.24 
Di dalam sistem peradilan Islam, asas kebebasan telah menjadi salah satu 
pokok pegangan yang harus melandasi para hakim (qadhi) dalam melaksanakan 
tugas peradilannya. 
Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dalam arti tidak tak 
terbatas, yaitu bebas tetapi harus dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran 
dan sunnah Rasulullah saw, atau dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini 
berarti bahwa hakim sebagai pelaksana tugas kehakiman, tidak boleh dicampuri 
atau dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Bahkan di dalam Islam telah ditegaskan 
bahwa manakala hukum suatu perkara tidak dijumpai dalam al-Quran dan sunnah 
Rasulullah saw, maupun dalam perundang-undangan lainnya, maka kepada hakim 
diberikan wewenang untuk berijtihad sesuai dengan esensi dan hakekat keadilan25  
Islam mengajarkan bahwa penegak hukum, khususnya hakim yang 
memutus perkara, pada perkara pidana untuk selalu berorientasi kepada keadilan, 
kebenaran dan berprinsip adanya kesamaan di hadapan hukum, yang dalam hukum 
                                                             
23Ahmad Ri’fai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h. 117. 
24Muhammad Kurdi, Kemandirian Hakim (Perspektif Hukum Islam) (Gowa: Alauddin 
University Press, 2012), h. 75. 
25
 Muhammad Kurdi, Kemandirian Hakim (Perspektif Hukum Islam), h. 83-84. 
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positif dikenal dengan azas equality before the law. Allah berfirman dalam QS al-
Nisa’/4: 135 sebagai berikut:  
                       
                           
                            
Terjemahanya: 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 26 
Lalu juga QS. al-Maidah/5: 8 
                         
                         
          
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.27 
Dengan adanya landasan teks normatif di atas dapat diambil intisari 
bahwasanya penegak hukum (hakim) dalam menjalankan profesinya untuk 
menegakkan hukum bagi masyarakat pencari keadilan harus sesuai disiplin ilmu 
yang dimilikinya, tidak membeda-bedakan dari segi keluarga, status sosial ataupun 
                                                             
26Kementrian Agama RI, Al-Quránulkarim, h. 100. 
27Kementrian Agama RI, Al-Quránulkarim, h. 108. 
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latar belakang yang lainnya. Sebab, dewasa ini citra yang kurang memberikan 
kontribusi positif bagi lembaga-lembaga pencari keadilan terhadap masyarakat 
luas bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum lagi dengan beredarnya praktik 
jual beli perkara yang dijadikan sebagai komoditas atau motif-motif mallpraktik 
lainnya dapat menyebabkan lemahnya law inforcement di negeri ini, lebih luas lagi 
di dalam lingkar criminal justice system. 
Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam syari’at Islam, dikecam oleh Allah 
lewat hadits Qudsi yang berbunyi: 
 .َمَع ِالله ُةَنَْعن : م ص ِالله ُلْوُسَر َلَاق : َلاَق َةَزْيَزُه يَِبأ ْنَع
 ِف ْيَِشتْزُمناَو ْيِشا َّزنا هاور( ِمْكُحنا ي
)يذيمزتناو دواد وبأو دمحأ 
Artinya : 
Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Laknat Allah akan 
menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum” (HR. 
Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi). 
Keadilan yang dimaksud dalam aspek hukum adalah menyampaikan hak 
kepada masing-masing pihak tanpa memandang perbedaan. Dari berbagai ayat al-
Quran dan hadis Rasulullah saw yang menjadi dasar penegakan hukum dan 
keadilan di kalangan masyarakat menghendaki adanya kemandirian hakim dalam 
memutuskan perkara di antara mereka. 
Kemandirian hakim sangat penting artinya dalam upaya menjamin 
objektivitas putusan hakim secara utuh, untuk selanjutnya dapat menjamin 
penyelenggaraan dan penegakan hukum dan keadilan sebagai cita-cita dari suatu 
produk hukum di kalangan masyarakat, mempertinggi wibawa lembaga peradilan 
dan menciptakan kedamaian dan ketentraman di dalam masyarakat. Tambahan 
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pula bahwa yang tidak kalah pentingnya bahwa kemandirian hakim adalah 
menunaikan kewajiban yang diamanahkan oleh Allah swt sebagai homo ethicus 
dan homo religious. 
Aktualisasi kemandirian hakim meliputi tiga aspek, yaitu aspek 
kepribadian, kemandirian dalam memangku jabatan dan kemandirian dalam 
berijtihad. Kemandirian dari aspek kepribadian harus ditopang oleh iman yang 
kuat, yang pada gilirannya akan menimbulkan kejujuran, ketangguhan dan 
istiqmah. Kemandirian dalam memangku jabatan harus pula ditopang oleh 
kesadaran hukum dari semua pihak, baik dari pihak penguasa maupun dari pihak 
masyarakat pada umumnya dan pihak pencari keadilan pada khususnya. 
Sedangkan kemandirian dalam berijtihad harus didukung oleh ilmu pengetahuan 
yang luas sebagai syarat utama dalam melaksanakan ijtihad. 
Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian hakim adalah 
antara lain, faktor psikologis yaitu suasana batin pada saat menghadapi suatu 
perkara, faktor intelektualitas, lingkungan kekuasaan, keluarga dan masyarakat. 
Jika kesemuanya ini baik, maka akan terciptalah kemandirian yang hakiki. 
Sebaliknya, apabila faktor-faktor tersebut rusak, maka tidak akan tercipta 
kemandirian hakim, yang untuk selanjutnya tidak akan ada supremasi hukum 
sebagai ciri dari negara hukum yang demokrasi.28 
Dalam relevansinya dengan disparitas pemidanaan bahwa hukum 
diputuskan berdasarkan karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan 
ketidakadilan, diantaranya berdasarkan pengakuan yang tidak sah karena adanya 
                                                             
28Muhammad Kurdi, Kemandirian Hakim (Perspektif Hukum Islam), h. 238-239. 
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paksaan dari luar dan menjatuhkan putusannya dengan tidak berdasarkan 
kebenaran.   
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan pada hakekatnya sangat berhubungan erat dengan tindak 
pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sedangkan penggunaan istilah pidana 
diartikan sebagai sanksi pidana atau sering juga digunakan istilah lain yaitu 
hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana 
dan hukuman pidana.29 
Soedarto menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar 
“hukum”. Sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau 
“memutuskan tentang hukumannya” (berechten). “Menetapkan hukum” untuk 
suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga 
hukum perdata. Istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni 
penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan “pemidanaan” atau 
“pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang 
demikian, mempunyai makna sama dengan sentence conditionally atau 
voorwaardelijk veroodeeld yang sama artinya dengan “hukum bersyarat” atau 
“dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk 
pengganti perkataan “straf” namun kata “pidana” lebih baik dari pada 
“hukuman”.30 
                                                             
29Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 185. 
30Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: PT. Alumni, 1981), h. 71-72. 
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Dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada seseorang yang telah melakukan 
perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yaitu: Tidak dipidana jika tidak 
ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang 
atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi sebelum itu, juga ada dasar yang 
pokok, yaitu: asas legalitas (Principle of legality), asas yang menentukan bahwa 
tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam 
bahasa latin sebagai “nullum delictum nulla poena sine praevia lege” (tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).31 Di dalam KUHP, asas ini 
terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat 
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana 
yang telah ada”.32 
Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, pada dasarnya terdapat 
tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, 
yaitu: 
1) Untuk memeperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; 
2) Untuk membuat orang menjadi jera; 
3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan 
kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah 
tidak dapat diperbaiki lagi.33 
2. Jenis-jenis Pidana 
                                                             
31Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 25. 
32Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Bab I, Pasal 1, ayat 1.  
33P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), h. 11. 
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a. Pemidanaan dalam KUHP 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) telah menetapkan jenis-
jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Di mana jenis pidana itu berupa 
pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana 
dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. 
Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP berlaku juga bagi delik yang 
tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang yang menyimpang. 
1) Pidana Pokok, meliputi: 
a) Pidana mati 
b) Pidana penjara 
c) Pidana kurungan 
d) Pidana denda 
2) Pidana Tambahan, meliputi: 
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
b) Perampasan barang-barang tertentu 
c) Pengumuman putusan hakim 
b. Pemidanaan dalam Hukum Islam 
Bentuk-bentuk pidana Islam itu dapat dikelompokkan menjadi: 
1) Pidana kisas dan diat, berupa:34 
a) Pidana mati (kisas atas jiwa); 
b) Pidana pelukaan fisik/anggota badan lainnya (kisas atas badan); 
c) Pidana denda atas jiwa (diat atas jiwa); dan 
                                                             
34Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang 
BentukBentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan 
KUHP Nasional (Bandung: Percetakan Angkasa, 1996), h. 112. 
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d) Pidana denda atas pelukaan (diat pelukaan). 
Khusus mengenai pidana diat, baik atas jiwa maupun atas pelukaan, 
ditentukan berdasarkan berat ringannya kerugian atau penderitaan korban atas 
tindakan jahat atau delik-delik yang berkaitan dengan jiwa dan/atau anggota 
badan. 
Dasar dari hukuman kisas adalah sebagaimana tercantum dalam QS al-Baqarah/2: 
178 sebagai berikut: 
                                 
                              
                         
   
   
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar 
(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian 
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 
yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.35 
Dari kutipan ayat di atas, dapat ditarik beberapa pengertian. Pertama, bagi 
orang yang beriman yakni umat Islam, hukum kisas itu wajib dilaksanakan. 
Kewajiban itu bersifat umum terhadap semua lapisan masyarakat, baik kaya dan 
berkuasa maupun miskin, rakyat jelata dan kaum yang “tertindas” sebagai budak 
sekalipun.36 Kedua, sebagai Rahmat Allah, pelaksanaan hukuman kisas itu dapat 
                                                             
35Kementrian Agama RI, Al-Quránulkarim, h. 27. 
36Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi  (Juz, VII; Semarang: PT. Karya Toha 
Putra, 1992), h. 74-75. 
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mengalami peringanan apabila pihak korban atau keluarganya memberikan maaf. 
Dalam hal ini demikian, yang bersangkutan diwajibkan memberikan sesuatu 
berupa kebijakan kepada korban atau keluarganya dengan cara yang baik sebagai 
diat atau ganti kerugian. Ketiga, barangsiapa yang masih juga berbuat aniaya 
sesudah memperoleh keringanan dengan dimaafkan tersebut (artinya menjadi 
residivis dengan mengulangi perbuatan jahat yang serupa pada kesempatan 
selanjutnya), maka ia akan mendapatkan hukuman yang berat.37 
Dalam sejarah Islam, hukuman kisas bukanlah suatu hukuman yang sama 
sekali baru bagi umat Islam dalam penerapannya negara-negara Islam di dunia. 
Para umat sebelum Nabi Muhammad saw juga ada ketentuan hukum kisas. Hal ini 
terbukti dan disebutkan dalam QS al-Maaidah/5: 45 sebagai berikut: 
                         
                          
                         
 
 Terjemahnya: 
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya 
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus 
dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.38 
Di sini diterangkan bahwa pidana qishash itu dilaksanakan secara setimpal 
sesuai dengan derita yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku delik, 
                                                             
37Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-
Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP 
Nasional, h. 70. 
38Kementrian Agama RI, Al-Quránulkarim, h. 115. 
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bahwa pidana kisas itu diancamkan terhadap delik atas jiwa dan delik pelukaan 
anggota badan, bahwa pelaksanaan pidana kisas itu adalah hak korban atau 
keluarganya, dan bahwa secara moral korban dianjurkan untuk memberikan maaf 
kepada pelaku delik dengan cara melepaskan hak. Pelepasan hak menuntut kisas 
itu dapat menjadi penebus dosa baginya kepada Allah.39 
Sedangkan dasar hukum dari hukuman diat tercantum dalam QS al-Nisa/4: 
92 sebagai berikut: 
                                   
                              
                                  
                                 
                 
Terjemahnya: 
Tiada patut bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin kecuali karena 
kelalaian; dan barangsiapa membunuh (mukmin) karena kelalaian, maka 
hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin dan 
membayar denda (diyat) seratus ekor unta kepada keluarga korban, kecuali jika 
ia dimaaafkan dengan kewajiban bersedekah. Jika yang terbunuh itu berasal 
dari kaum yang menjadi musuhmu, tetapi ia juga beriman, maka yang 
bersangkutan dihukum dengan kewajiban memerdekakan seorang hamba 
sahaya saja, tanpa harus membayar denda (diyat). Jika yang menjadi korban itu 
adalah orang kafir yang terikat dalam tali perjanjian dengan kamu, maka yang 
bersangkutan dipidana denda (diyat) yang harus dibayar kepada keluarga 
korban, memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin, dan berpuasa dua 
bulan berturut-turut sebagai syarat penerimaan tobat dari Allah atas kejahatan 
itu; dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.40 
Ayat ini ditujukan kepada subjek delik yang beriman (beragama Islam) 
yang melakukan kejahatan pembunuhan tanpa kesengajaan atau karena kelalaian. 
                                                             
39Muhammad Ali Al-Sayis terj. R Lubis Zamakhsyari, Tafsir Ayat-Ayat Hukum III 
(Bandung: Al-Ma’arif, 1981), h. 182. 
40Kementrian Agama RI, Al-Quránulkarim, h. 93. 
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Korban pembunuhan itu sendiri dapat merupakan orang yang berstatus sebagai 
orang merdeka dan juga beragama Islam, beragama Islam tetapi tidak merdeka 
(hamba sahaya), golongan yang memusuhi atau orang kafir yang sebelumnya telah 
terikat dalam tali perjanjian dengan umat Islam.41 
Terlepas dari barangsiapa yang menjadi pelakunya, jika delik pembunuhan 
itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan dengan penuh kesengajaan, maka 
dengan sendirinya pidana qishash wajib dilaksanakan.42 
Dengan demikian, jenis hukuman kisas-diat dalam pandangan hukum 
Islam, bukan hanya untuk menjamin perlindungan umum atau pemberantasan 
kejahatan saja, melainkan ada yang lebih spesifik lagi, yaitu dimaksudkan agar 
dapat merehabilitasi penderitaan pihak korban.      
2) Pidana had atau huduud, meliputi:43 
a) Pidana atas jiwa, berupa: 
(1) Pidana bunuh dengan pedang 
(2) Pidana mati dengan penyaliban (salib) 
(3) Pidana mati dengan perajaman (rajam) 
b) Pidana atas anggota badan, berupa: 
(1) Pidana potong tangan dan kaki ; 
                                                             
41Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang 
BentukBentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan 
KUHP Nasional , h. 71. 
42Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang 
BentukBentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan 
KUHP Nasional, h. 72. 
43Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang 
BentukBentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan 
KUHP Nasional, h. 113.  
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(2) Pidana potong tangan atau kaki 
(3) Pidana cambuk (dera); 
(4) Pidana pemukulan dan/atau penamparan dengan tangan; 
(5) Pidana pemukulan dengan tongkat 
c) Pidana atas kemerdekaan, berupa: 
(1) Pidana pembuangan atau pengusiran; 
(2) Pidana penahanan atau pidana penjara 
(3) Pidana atas harta kekayaan, berupa pidana denda ganti rugi (diyat). 
3) Ta’zir dan hukumah. 
 Dimuat dalam QS Al-Nisa/4: 92. Pidana ta’zir itu merupakan 
bentuk pidana yang bertujuan mendidik, itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu: 
a) Pidana Ta’zir sebagai pidana tambahan yang memberikan pengajaran melalui 
pemberatan terhadap kadar ancaman pidana atas badan yang sudah ditentukan, 
berupa: 
(1) Pemukulan atau penamparan; dan 
(2) Penahanan atau kurungan. 
b) Ta’zir dilihat sebagai bentuk pidan yang merefleksikan adanya peluang bagi 
hakim, pejabat pembentuk undang-undang, maupun para ahli hukum untuk 
melakukan pembaharuan baru atau ijtihad (inovasi) terhadap berbagai 
ketentuan mengenai bentuk pidana yang sudah ditentukan dalam al-Qurán dan 
al-Sunnah. 
Pidana hukumah pada dasarnya merupakan pidana atas harta yang 
dikenakan sebagai pengganti denda (diyat) atas kasus-kasus delik yang 
diancamkan dengan pidana denda tetapi ketentuan mengenai kadar ancaman 
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pidananya belum ditentukan di dalam al-Qurán dan al-Sunnah. Umumnya, 
hukuman itu dikenakan sebagai pidana atas delik atas jiwa dan delik pelukaan 
yang diancam dengan pidana kisas dan diat. Akan tetapi, kasus konkretnya itu 
sendiri tidak memenuhi rumusan delik untuk dikenakan dengan kedua bentuk 
pidana itu, seperti terhadap pembunuhan terhadap anak kecil seperti disengaja 
tetapi tidak disengaja seperti yang sudah diterangkan di atas.44 
 
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP 
Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 
“penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh 
manusia  ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari 
perbuatan-perbuatan berupa penyerangan  atas tubuh atau bagian dari tubuh yang  
mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa 
pada tubuh dapat menimbulkan kematian.45 
Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai 
berikut “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya 
pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau 
“batiniah”.46 
                                                             
44Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang 
BentukBentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan 
KUHP Nasional, h. 114. 
45Hukum pidana, Tindak Pidana Penganiayaan (13  Mei 2014). http://makalah-hukum-
pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html (6 November 2017) 
46“Penganiayaan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia. https//web.id/aniaya.html (28 agustus 
2017). 
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Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja ini dikualifikasi 
sebagai penganiayaan (misbandeling), dimuat dalam Bab XX buku II, pasal 351 
s/d 358 dan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni: 
a. Penganiayaan biasa (351); 
b. Penganiayaan ringan (352); 
c. Penganiayaan berencana (353); 
d. Penganiayaan berat (354); 
e. Penganiayaan berat berencana (355); 
f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu 
yang memberatkan (356). 
Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (gewone misbandeling) 
yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard 
terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk 
membedakannya dengan bentuk penganiayaan lainnya.47 
Dalam perumusan rancangan KUHP Belanda kata penganiayaan dijelaskan 
berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. 
Dan memang inilah arti dari kata penganiayaan.48 Sedangkan menurut pasal 351 
ayat 4 diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu 
“dengan sengaja merusak kesehatan orang lain”.  
Oleh karena rumusan kejahatan ini hanya disebut kualifikasinya saja, maka 
untuk mencari arti dari istilah itu, maka dilakukan penafsirkan tentang apa arti dari 
kata penganiayaan. 
                                                             
47Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (E. 3; Cet. 3; 
Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 8 
48Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, h. 68.  
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Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah 
pembentukan dari pasal yang bersangkutan, pengaiayaan diartikan sebagai 
“Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) 
atau luka (letsel) pada tubuh orang lain”.49 
Pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum dapat 
disimpulkan dari doktirn dan berbagai pendapat dari arrest-arrest HR , ialah suatu 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 
sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan 
tujuan si petindak. 
Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak dianut 
dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. adanya kesengajaan; 
b. adanya perbuatan; 
c. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni: 
1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh; 
2) lukanya tubuh; 
d. akibat mana menjadi tujuan satuu-satunya. 
Disebutkan unsur luka dalam arrest-arrest HR tersebut di atas sebagai 
alternatif dari rasa sakit, dirasa berlebihan, oleh karena menjadikan luka pada 
tubuh, menurut akal pikiran dan dalam kebiasaan yang wajar berlaku dalam 
masyarakat sudah dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit pada tubuh. 
                                                             
49Satochid Kartanegara, Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu (Balai Lektur 
Mahasiswa), h. 509. 
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Unsur a dan d adalah bersifat subyektif. Sedangkan unsur b dan c bersifat 
obyektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan pasal 351, maka 
tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam 
persidangan.50 
Akan tetapi, kalau merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan 
makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka 
yang diterapkan ialah Pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, 
tetapi percobaan untuk melakukan penganiayan yang dipikiran lebih dahulu (meet 
voor bedachten rade) dapat dipidana.51 
Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan 
menjadi: 
1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian 
(ayat 1); 
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2); 
3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3) 
4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4). 
Perbedaan/penggolongan penganiayaan seperti tersebut di atas, didasarkan 
pada akibat dari penganiayaan. Walaupun pada bentuk ke-4, yang dapat dipandang 
sebagai perluasan arti dari penganiayaan, jika didasarkan pada pengertian 
penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum, membentuk ketentuan ayat 4 itu 
adalah juga didasarkan pada akibat dari perbuatan.52 
                                                             
50Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, h. 12. 
51Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHAP (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014), h. 71. 
52Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, h. 17. 
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Kesengajaan di sini menurut yurisprudensi adalah “maksud” sifat 
perbuatan yang menyebabkan cidera pada badan. Jadi, cukuplah jika dalam surat 
dakwan dan pembuktian dikatakan ada kesengajaan terdakwa melakukan 
perbuatan tertentu.53 
Pada delik penganiayaan ini diatur secara khusus pengniayaan terhadap 
ibu, bapak yang sah, suami/istri dan anak sebagai pemberatan pidana dengan 
sepertiganya jika yang dilanggar ialah Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP. Begitu 
pula penganiayaan terhadap pegawai yang sedang menjalankan kewajibannya 
yang sah. Juga jika memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan.54 
Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut 
pasal 351 ayat 2  maksimum hukuman dijadikan lima tahun penjara. Sedangkan 
jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 
tujuh tahun penjara.  
Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, 
sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan 
berat dari pasal 354 ayat 1 dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara. 
Hukuman itu menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan 
matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidananya 
menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum lima belas tahun penjara.55 
                                                             
53Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHAP, h. 71. 
54Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHAP, h. 70. 
55Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, h. 69. 
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Dalam penganiayaan biasa (351), kesengajaan petindak tidak 
ditujukan/dimaksudkan pada akibat luka berat (ayat 2), sebab bila sudah 
dimaksudkan, maka tidak lagi masuk dalam penganiayaan biasa melainkan sudah 
termasuk jenis penganiayaan berat sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 354 
(1), atau berupa penganiayaan yang dirumuskan 353 (2) bila dilakukan dengan 
rencana terlebih dulu, atau pasal 355 (1) bila penganiayaan berat itu direncanakan 
lebih dulu.56 
Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:57 
 jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh 
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 
 tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 
pencarian; 
 kehilangan salah satu pancaindera; 
 mendapat cacat berat; 
 menderita sakit lumpuh; 
 terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 
 gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Sedangkan istilah luka ringan tidak terdapat dalam rumusan pasal-pasal 
mengenai penganiayaan, namun istilah ini ada dalam praktik hukum berhubung 
dengan adanya istilah/unsur luka berat dalam UU, dengan dasar pemikiran jika ada 
luka berat, sebagai kebalikannya tentu ada luka ringan. Apabila terdapat luka, 
namun luka itu bukan berupa luka berat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 
                                                             
56Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, h. 19.  
57Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, bab IX, pasal 90. 
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90, maka luka semacam itu tentu harus disebut sebagai luka ringan, atau cukup 
dengan istilah luka saja. Sebab apabila disebut sebagai luka, dan luka itu bukan 
berupa luka sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 90, mestilah luka itu sama 
peengertiannya dengan luka ringan.58 
2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam 
Kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata 
Jarimah dalam larangan syara’ yang di ancam oleh Allah swt dengan hukuman had 
atau ta’zir. Istilah Jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata 
Jinayah, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau 
tindak pidana. 
Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah swt baik perbuatan itu 
merugikan jiwa, harta, atau lainnya. 
Para fuqoha dalam mendefinisikan Jinayah terjadi perselisihan pendapat 
antara lain : 
a. Menurut Sayyid Sabiq 
Jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat 
melakukannya perbuatan yang dilarang ialah ; setiap perbuatan yang dilarang oleh 
syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata 
terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri dan harta benda.59 
Bila ditarik dalam Konteks  kejahatan terhadap tubuh maka penganiayaan 
merupakan tindakan seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan 
milik orang lain. 
                                                             
58Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, h. 18. 
59Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Terj. A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10, h. 11. 
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b. Menurut Abdul Qodir Audah  
Menurut Abdul Qodir Audah bila ditarik dalam konteks kejahatan atau 
Jinayah yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan). Ia memberikan pengertian 
penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan seperti 
pelukaan dan pemukulan.60 
Dari uraian beberapa tokoh tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Jarimah 
pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang untuk 
menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Sedangkan kata “berat” bila 
dikaitkan dengan luka mempunyai pengertian parah.61 
Jadi dapat disimpulkan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ialah 
perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti 
orang lain atau menyiksa orang yang mengakibatkan luka parah pada seseorang 
yang teraniaya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai menimbulkan 
kematian. Jadi dapat kita simpulkan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 
ialah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti 
orang lain atau menyiksa orang yang mengakibatkan luka parah pada seseorang 
yang teraniaya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai menimbulkan 
kematian. 
Dengan demikian, suatu tindak pidana penganiayaan dikatakan sebagai 
tindak pidana penganiayaan berat dalam hukum pidana Islam bila akibat yang 
ditimbulkan dari tindak pidana tersebut telah memenuhi kategori luka yang sangat 
                                                             
60Abdul Qadir Audah, at tasyri al Jina’i al Islami, juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al- A’rabi, 
tt), h. 74 
61
 W. JS. Purwodamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 
2005), h. 125. 
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parah dalam fiqih sunnah terdapat sepuluh luka muka akan tetapi yang dapat 
dikategorikan luka berat adalah sebagai berikut :62 
1) al-Muwadhahah (luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya). 
2) Munaqqilah (luka samping tulang) dan mematahkannya sehingga tergeser 
dari tempatnya. 
3) Hasyimah (luka sampai pecah tulang).  
4) Mudihah (luka sampai kelihatan tulang). 
5) Ja’ifah (perlukaan rongga badan) atau luka yang dalam. 
Hal ini merupakan beberapa contoh kecil luka-luka yang ditimbulkan oleh 
pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tentunya tidak menutup 
kemungkinan banyak luka-luka lainnya yang dapat dikategorikan sebagai 
penganiayaan yang berakibat luka berat. 
Macam-macam pelukaan diantaranya sebagai berikut : 
a. Pelukaan pada badan atau organ tubuh (al-Jurh) yaitu :63 
Pelukaan yang dilakukan oleh seseorang bilamana seseorang merusak anggota 
tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar 
diyat sepenuhnya. Dan bilamana ia merusak salah satu dari anggota yang 
berpasangan maka ia wajib membayar diyat setengah. 
Manusia mempunyai organ-organ tubuh, diantaranya ada yang merupakan 
organ tunggal, seperti hidung lisan / lidah dan penis. Dan juga ada organ-
organ yang berpasangan, seperti kedua mata, kedua daun telinga, kedua bibir, 
kedua janggut, kedua tangan, kedua kaki, kedua belah pelir, kedua buah dada 
                                                             
62Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Terj. A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10, h. 107. 
63Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Terj. A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10, h. 106-107. 
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wanita, kedua buah dada kaki, kedua pantat, dan kedua bibir kemaluan wanita. 
Dan ada juga organ -organ yang lebih banyak dari itu. 
b. Pelukaan pada muka dan kepala (Asy–Syajjal). 
Pelukaan asy-syajjal ialah pelukaan yang di lakukan seseorang yang mengenai 
batok kepala atau muka dan kepala. Jenis-jenis pelukaan itu ada sepuluh 
diantaranya sebagai berikut : 
1) al-Kharishah, adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit. 
2) al-Badhi’ah, adala h luka yang menyentuh daging sesudah kulit. 
3) ad-Daamiyah / Ad-Damighad, adalah luka yang mengeluarkan darah. 
4) al-Mutalahimah, adalah luka yang masuk ke daging. 
5) as-Simhaaq, adalah luka yang menyisakan antara luka dalam dengan tulang 
hanya selaput tipis. 
6) al-Muwadhohah, adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak 
tulangnya. 
7) al-Hasmiyah, adalah luka yang sampai mematahkan tulang dan 
meremukannya. 
8) al-Munqilah, adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya 
sehingga tergeser dari tempatnya. 
9) al-Ma’muumah, adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala. 
10) al-Jaarifah, adalah luka yang dalam.64 
                                                             
64Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Terj, A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10, h. 107. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas 
menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang 
dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan 
kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai dunia alam dan dunia sosial, 
penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara 
mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika 
seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan 
kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut. 
Dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang 
diperbandingkan. Perbedaan di antara keduanya menunjukkan adanya disparitas 
tersebut. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam 
menafsirkan suatu konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi 
pada penjatuhan putusannya. Kajian disparitas tersebut terutama terkait dengan 
pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum yang digunakan 
dalam kasus-kasus yang bersangkutan.1 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian yang pada hakekatnya merupakan metode untuk 
                                                             
1Komisi Yudisial RI, Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi” (Jakarta: 
Sekretaris Jendral KY RI, 2014), h. 6. 
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menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu 
saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.2  
  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan 
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.3 
2. Lokasi penelitian 
Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan 
penelitian adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa beralamat di Jl. Usman 
Salengke No. 103 Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan 2  pendekatan, yaitu: 
1. Pendekatan kasus (case approach).4 Pendekatan ini dilakukan dengan cara 
melakukan telaah terhadap kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi 
telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuataan yang 
tetap (inkracht van gewijde). Dalam menggunakan pendekatan kasus, 
yang perlu dipahami disini adalaah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan 
hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. 
Menurut Goodheart, yang dikutip oleh Pater Mahmud Marzuki, ratio 
                                                             
2Mardalis, Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2004), h. 28. 
3Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: 
Bayumedia Publishing, 2006), h. 46-47. 
4Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2005), h. 94. 
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decidendi dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materil.5 Dari 
fakta materil tersebut, hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek, di 
antaranya dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, 
keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan rumusan pasal 
peraturan hukum pidana6 dan aspek non yuridis yaitu hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. Perlunya fakta materil tersebut 
diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan 
hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. 
2. Pendekatan Perbandingan (comparative approach).7 Pendekatan ini 
dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi ini 
merupakan kegiatan membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu 
dengan putusan pengadilan yang lainnya untuk masalah yang sama.8 
Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar beakang terjadinya 
ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama. Disini peneliti 
membandingkan 2 (dua) putusan dalam perkara tindak pidana 
penganiayaan. 
Metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permaslahan yang 
diteliti selain berkisar pada peraturan juga pertimbangan pemidanan oleh hakim 
dalam kaitannya dengan penerapan dalam praktek. 
 
                                                             
5Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 119.   
6Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia  (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Pesada, 2006), h. 124. 
7Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, h. 132. 
8Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, h. 133. 
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C. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data utama (pokok) yang akan digunakan sebagai 
obyek kajian. Dalam hal ini data diperoleh dari putusan No. 
261/Pid.B/2015/PN.Sgm dan Putusan No. 22/Pid.B/2016/PN.Sgm 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data atau informasi yang diproleh tidak secara 
langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi 
yang ada padanya.9 Data sekunder ini meliputi berbagai bahan yang secara tidak 
langsung berkaitan dengan pokok permasalahan, namun berupa hasil penelitian 
dalam bentuk buku dan karya tulis lainnya, dan juga didukung dengan kitab-kitab 
Fiqh, serta literature-literatur lain sebagai komplementer yang sesuai dengan 
obyek permasalahan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan 
data, yaitu: 
1. Observasi 
Peneliti melakukan pencatatan data-data tindak pidana penganiayaan dan 
hukuman yang dijatuhkan. 
 
 
                                                             
9Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi (Bandung: Angkasa, 
1993), h. 42. 
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2. Studi Dokumen 
Penelitian yang dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, karya tulis serta data 
lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.10 
3. Wawancara  
Dengan mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara atau 
tanya jawab dengan aparat hukum, dalam hal ini adalah hakim yang memberikan 
putusan pada perkara tersebut. Dengan metode ini, diharapkan peneliti akan 
mendapatkan jawaban yang spesifik dari hakim yang berbeda-beda tentang 
bagaimana tanggapan dan kesimpulan hakim berdasarkan kasus yang 
ditanganinya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian 
di lapangan di antaranya yaitu: 
1. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara dan dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku Catatan dan Alat Tulis 
Buku catatan dan alat tulis, alat yang berfungsi untuk mencatat hal-hal 
penting selama percakapan berlangsung dengan pihak informan. 
 
                                                             
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206. 
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3. Handphone  
Handphone, berfungsi untuk mengambil gambar dan merekam 
percakapan antara peneliti dengan informan. 
F. Analisis Data dan Teknik Pengolahan Data 
1. Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 
catatan hasil wawancara, dokumen-dokumen dan lainnya untuk meningkatkan 
pemahamaan peneliti tentang kasus putusan yang diteliti dan menyajikan sebagai 
temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut 
analisis perlu dilanjutkan dengan berupa mencari makna (meaning).11Analisis 
yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 
misalnya perilaku dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau 
kalimat.12  
2. Pengolahan Data 
Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah 
data yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim menetapkan 
putusan dalam hukum positif terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. 
                                                             
11Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 
h. 104. 
12Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulaitatif  (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya Bandung, 2006), h. 6. 
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b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan di mana data tersebut diperoleh dari penelitian agar penulisan 
skripsi ini mudah untuk dipahami oleh para pembaca. 
c. Editing data adalah proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan agar 
mendapatkan data yang sesuai dengan literatur yang diperoleh dari sumber 
bacaan. 
G. Pengujian dan Keabsahan Data 
Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang 
berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan, dan 
memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Uji keabsahan data 
dalam penelitian kualitatif ini meliputi yaitu: 
1. Uji Kredibilitas 
Tingkat ukuran suatu kebenaran atas data yang telah dikumpulkan dan 
menyamakan data antara konsep penelitian dengan hasil penelitian. Selain itu, 
dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 
penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 
memberchek. 
2. Teknik Analisis 
Suatu teknik pengujian  secara sistematis untuk mencari pola terhadap 
sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya 
dengan keseluruhan. Hal ini bersifat induktif, dimana suatu analisis berdasarkan 
data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 
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 BAB IV 
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN 
A. Profil Pengadilan Negeri Sungguminasa 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten 
Gowa di sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah 
keluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-Undang. Dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. 
Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di 
kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi 
Sungguminasa. Di kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi 
Sungguminasa hanya menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada 
di Pengadilan Negeri Sunguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar.  
Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung 
Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor 
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Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto 
Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang 
Kantor Bank Sul-Sel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai 
dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan 
di Pengadilan Makassar sampai dengan tahun 1970-an. 
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak 
representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung 
Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur 
Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 
Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
tanggal 27 Februari 2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang 
Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan Negeri Pada 
Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Negeri 
Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari Kelas II menjadi 
Kelas . Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari 
Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL 
pada tanggal 07 Maret 2005.1 
                                                             
1“Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Situs Resmi Pengadilan Negeri 
Sungguminasa.http://pnsungguminasa.go.id/webv1/index.php?option=com_content&view=article
&id=141&Itemid=108 (3 Oktober 2017). 
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2. Perangkat Organisasi Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sungguminasa 
sesuai Perma No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 
Ketua      : Djamaludin Ismail, SH.MH  
Hakim     :  
1. Ibnu Rusydi, SH. 
2. Rusdhiana Andayani, SH.,MH. 
3. Amran S. Herman, SH.,MH. 
4. Sigit Triatmojo, SH. 
5. Elly Sartika Achmad, SH 
6. Henu Sistha Aditya, SH.,MH. 
7. Yulianti Muhidin, SH. 
8. Nurafiah, SH.,MH. 
9. H. Amiruddin Mahmud, SH.,MH. 
Kepaniteraan 
Panitera     : Abd. Latif, SH. 
Panitera Muda Hukum   : H. Bakkara, SH. 
Panitera Muda Perdata   : Hernawati, SH. 
Kelompok Fungsional Kepaniteraan 
Panitera Pengganti    : 
1. Nawir, SH 
2.  Hariyanti Paelori SH.MH 
3. Septiawati, SH 
4. Sudharmono, SH 
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5. Fauzan Anshari, SH 
6. Tenriuleng, SH 
7. Nurmala Gita Sari, SH 
8. Andi Maharani Sri Yulianti, SH.MH 
9. Irsan Fahdin Isfany, SE.SH 
10. Sabania H, SH 
11. Fitriani, SH 
12. Andi Zainuddin, SH 
13. Makmur, SH 
14. Resca Krestyanti, SH 
15. Isnawati, SH 
16. Rahmawati R, SH 
17. Hj. Rahma, SE., SH., MH. 
18. Sandi SH 
Jurusita 
1. Yerang  
2. Muhammad Yusuf 
3. Andi Nirwana AY, SH 
4. Indrawan, A.md 
Juru Sita Pengganti 
1. Harun 
2. Muhammad Arief Sofyan, SH 
3. St. ramlah 
4. Syarif L, S.Sos 
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5. Wahyu Mulyadi, A.Md 
6. Dian Anggreni, S.Kom 
7. Sri Astuti, SH 
8. Agustina Karabua 
9. Haerani P, SE 
Kesekretariatan 
Kepala Sub Bagian Perencanaan,   : Rudi Evianto Arifin, ST 
Tekenologi Informasi, dan Pelaporan 
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  : Abu Bakar, SH 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian,   : Mustafa Rijali, SH 
Organisasi dan Tata Laksana 
 
B. Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengandung 
Disparitas di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
1. Putusan No. 261/Pid.B/2015/PN.sgm 
Nama Lengkap : HAMKA HAFID DG.SUTTE 
Tempat Lahir : Gowa 
Umur/Tgl.Lahir : 35 tahun/ 26 Maret 1980 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Andi Tonro No. 17 Kelurahan Tombolo Pao 
     Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Penetapan nama hakim: 
1. Hakim ketua : Ibnu Rusridi, SH 
2. Hakim Anggota : Muhammad Sholeh, SH., MH 
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3. Hakim Anggota : Sigit Triatmojo, SH  
PRIMAIR : Pasal 351 ayat (2) KUHP 
SUBSIDIAIR : Pasal 351 ayat (1) KUHP 
Bahwa ia terdakwa HAMKA HAFID DG. SUTTE pada hari Rabu tanggal 
22 Juli 2015 sekira pukul 02:10 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain masih dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Maccini Ayo 
Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan 
penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi RUSLY 
BIN HARJULIS DG. TUTU, yang dilakukan dengan cara dan keadaan 
sebagai berikut: 
- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, terdakwa bersama saksi 
Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu dan saksi Iskandar sedang bermain kartu, 
kemudian terdakwa kalah, setelah itu saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu 
menyinggung terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi Rusly 
Bin Harjulis Dg. Tutu dan saat itu saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu 
mengatakan kepada terdakwa bahwasanya terdakwa berbohong dan tidak 
mempunyai uang sehingga terdakwa dari belakang saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu dengan menggunakan tangan kanannya memegang 
botol lalu memukulkan botol tersebut ke arah kepala saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu berlari tetapi terdakwa mengejar saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu. Saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu terjatuh kemudian 
terdakwa memukul saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu dengan 
menggunakan tangan kanan dan mengenai pundak belakang saksi Rusly 
Bin Harjulis Dg. Tutu, saat saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu hendak 
berlari kembali, terdakwa membenturkan kepala saksi Rusly Bin Harjulis 
Dg. Tutu ke tembok. Setelah itu terdakwa menikam saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu beberapa kali dengan mengunakan badik yang dibawa 
terdakwa mengena di dekat alis dan dada saksi Rusly Bin Harjulis Dg. 
Tutu. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu 
mengalami luka terbuka di atas alis mata kiri ukuran 2 cm x 4 cm x 0,5 
cm, luka terbuka pada dinding dada sebelah kiri ukuran 4 cm x 2 cm x 0,5 
cm dan luka terbuka pada kepala samping kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 
cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum 
Syekh Yusuf Sungguminasa No. 445.2/1196/RSUD-SY/VIII/2015 yang 
ditandatangani oleh dr. H. Annisa Verawati, NIP. 19861210 201101 2 002 
selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Syekh Yusuf. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 
ayat (2) KUHP. 
SUBSIDIAIR 
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Bahwa ia terdakwa HAMKA HAFID DG. SUTTE pada hari Rabu tanggal 
22 Juli 2015 sekira pukul 02:10 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain masih dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jalan Maccini Ayo 
Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan 
penganiayaan terhadap saksi RUSLY BIN HARJULIS DG. TUTU, yang 
dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: 
- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, terdakwa bersama saksi 
Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu dan saksi Iskandar sedang bermain kartu, 
kemudian terdakwa kalah, setelah itu saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu 
menyinggung terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi Rusly 
Bin Harjulis Dg. Tutu dan saat itu saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu 
mengatakan kepada terdakwa bahwasanya terdakwa berbohong dan tidak 
mempunyai uang sehingga terdakwa dari belakang saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu dengan menggunakan tangan kanannya memegang 
botol lalu memukulkan botol tersebut ke arah kepala saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu berlari tetapi terdakwa mengejar saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu. Saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu terjatuh kemudian 
terdakwa memukul saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu dengan 
menggunakan tangan kanan dan mengenai pundak belakang saksi Rusly 
Bin Harjulis Dg. Tutu, saat saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu hendak 
berlari kembali, terdakwa membenturkan kepala saksi Rusly Bin Harjulis 
Dg. Tutu ke tembok. Setelah itu terdakwa menikam saksi Rusly Bin 
Harjulis Dg. Tutu beberapa kali dengan mengunakan badik yang dibawa 
terdakwa mengena di dekat alis dan dada saksi Rusly Bin Harjulis Dg. 
Tutu. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusly Bin Harjulis Dg. Tutu 
mengalami luka terbuka di atas alis mata kiri ukuran 2 cm x 4 cm x 0,5 
cm, luka terbuka pada dinding dada sebelah kiri ukuran 4 cm x 2 cm x 0,5 
cm dan luka terbuka pada kepala samping kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 
cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum 
Syekh Yusuf Sungguminasa No. 445.2/1196/RSUD-SY/VIII/2015 yang 
ditandatangani oleh dr. H. Annisa Verawati, NIP. 19861210 201101 2 002 
selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Syekh Yusuf. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 
ayat (1) KUHP. 
MENUNTUT: 
1. Menyatakan terdakwa HAMKA HAFID DG. SUTTE tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan 
luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana 
dalam dakwaan Primair diatas ; 
2. Membebaskan Terdakwa HAMKA HAFID DG. SUTTE dari dakwaan 
Primair; 
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3. Menyatakan terdakwa HAMKA HAFID DG. SUTTE telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“penganiayaan” sebagaimana dakwaan Subsidair kami yaitu 
melanggar pasal 351 ayat    (1) KUHPidana ; 
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMKA HAFID DG. 
SUTTE selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam 
tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 
Mempertimbangkan dakwaan primair  sebagaimana diatur dalam Pasal 
351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan yang mengandung unsur-unsur: 
1. Barang Siapa 
2. Unsur Penganiayaan 
3. Unsur mengakibatkan luka berat 
MENGADILI: 
1. Menyatakan Terdakwa “HAMKA HAFID DG. SUTTE” telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” 
penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana yang 
didakwakan dalam dakwaan primair ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 3 ( tiga ) tahun ; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah      
Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah) ; 
2. Putusan No. 22/Pid.B/2016/PN.Sgm 
Nama lengkap  : Basri Alias Bacici Bin Dewa Dg Talli 
Tempat lahir   : Sungguminasa 
Umur/Tanggal lahir  : 32/17 Juli 1983 
Jenis kelamin   : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia 
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  Tempat tinggal  : Jalan Mesjid Raya Tinggimae, Kel. Tombolo, 
Kec.Somba Opu, Kab. Gowa 
  Agama    : Islam 
  Pekerjaan    : Bengkel 
Penetapan Nama Hakim: 
1. Hakim ketua : Khusnul Khatimah, SH 
2. Hakim Anggota : Ibnu Rusyidi, SH 
3. Hakim Anggota : Sigit Triatmojo, SH 
PRIMAIR : Pasal 351 ayat (2) KUHP. 
SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (1) KUHP 
Bahwa terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIN DEWA DG TALLI pada 
hari rabu tanggal 18 November 2015 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan 
Mesjid Raya No.65 Kel Tombolo Kec.Sombaopu Kab.Gowa atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban 
HARI JUMRAN BIN KADIR AMASYAH jika perbuatan mengakibatkan 
luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut,: 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal 
saksi korban HARI JUMRAN BIN KADIR AMASYAH mendatangi 
bengkel terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIN DEWA DG TALLI untuk 
mengetahui langsung dari terdakwa basri apa benar informasi yang saksi 
korban hari dengar jika terdakwa basri telah melakukan pelecehan 
terhadap keponakan saksi korban hari, pada saat saksi korban hari berada 
dibengkel terdakwa basri dan bertemu dengan terdakwa basri belum 
sempat saksi korban hari berbicara dan terdakwa basri dengan 
menggunakan tangan kanannya langsung mengarahkan parang tersebut ke 
arah saksi korban hari namun saksi korban hari menangkisnya dengan 
tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi korban hari terkena tebasan 
parang terdakwa basri sebanyak 1 (satu) kali yang mana parang tersebut 
terdakwa memang simpan di bengkelnya. 
- Bahwa selanjutnya Pr.Sri Wahyuni Bin Yusuf yang melihat saksi korban 
hari tangan kanannya sudah banyak mengeluarkan darah langsung 
berteriak minta tolong sehingga orang-orang disekitar bengkel tersebut 
berdatangan dan terdakwa langsung melarikan diri hingga akhirnya di 
proses oleh pihak yang berwajib  
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- Bahwa akibat perbuatan terdakwa basri maka saksi korban hari 
mengalami luka robek di tangan kanannya sehingga dirawat dirumah sakit 
dan sampai sekarang aktifitas saksi korban hari terganggu  
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Labuang baji 
No.004/LB.01/yanmed/inst.forensik/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang 
ditanda tangani oleh Dr.Denny Mathius,M.Kes.Sp.F yang hasil 
pemeriksaannya terhadap HARI JUMRAN BIN KADIR AMASYAH 
dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka 
bacok dibagian pergelangan tangan kanan akibat trauma benda 
tajam.perlukaan yang dialami oleh korban memerlukan penanganan lebih 
lanjut dirumah sakit 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. 
SUBSIDAIR : 
Bahwa terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIN DEWA DG TALLI pada 
hari rabu tanggal 18 November 2015 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan 
Mesjid Raya No.65 Kel Tombolo Kec.Sombaopu Kab.Gowa atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban 
HARI JUMRAN BIN KADIR AMASYAH, perbuatan mana dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut,: 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal 
saksi korban HARI JUMRAN BIN KADIR AMASYAH mendatangi 
bengkel terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIN DEWA DG TALLI untuk 
mengetahui langsung dari terdakwa basri apa benar informasi yang saksi 
korban hari dengar jika terdakwa basri telah melakukan pelecehan 
terhadap keponakan saksi korban hari, pada saat saksi korban hari berada 
dibengkel terdakwa basri dan bertemu dengan terdakwa basri belum 
sempat saksi korban hari berbicara dan terdakwa basri dengan 
menggunakan tangan kanannya langsung mengarahkan parang tersebut ke 
arah saksi korban hari namun saksi korban hari menangkisnya dengan 
tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi korban hari terkena tebasan 
parang terdakwa basri sebanyak 1 (satu) kali yang mana parang tersebut 
terdakwa memang simpan di bengkelnya.  
- Bahwa selanjutnya Pr.Sri Wahyuni Bin Yusuf yang melihat saksi korban 
hari tangan kanannya sudah banyak mengeluarkan darah langsung 
berteriak minta tolong sehingga orang-orang disekitar bengkel tersebut 
berdatangan dan terdakwa langsung melarikan diri hingga akhirnya di 
proses oleh pihak yang berwajib  
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa basri maka saksi korban hari 
mengalami luka robek di tangan kanannya  
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Labuang baji 
No.004/LB.01/yanmed/inst.forensik/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang 
ditanda tangani oleh Dr.Denny Mathius,M.Kes.Sp.F yang hasil 
pemeriksaannya terhadap HARI JUMRAN BIN KADIR AMASYAH 
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dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka 
bacok dibagian pergelangan tangan kanan akibat trauma benda tajam. 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
MENUNTUT: 
1. Menyatakan terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIN DEWA DG 
TALLI, tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana" Penganiayaan 
yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan jaksa 
Penuntut Umum. 
2. Membebaskan terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIN DEWA DG 
TALLI, dari dakwaan primair. 
3. Menyatakan terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIN DEWA DG 
TALLI, terbukti bersalah melakukan tidak pidana" Penganiayaan" 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) 
KUHP, dalam dakwaan subsidair. 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIN 
DEWA DG TALLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah 
terdakwa tetap berada didalam tahanan. 
5. Barang bukti berupa 1 bilah parang berhulu kayu dengan sarungnya 
yang terbuat dari kayu dililit dengan karet warna hitam pajangnya 40 
cm di rampas untuk di musnahkan. 
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000,- (dua ribu rupiah)  
Mempertimbangkan dakwaan primair  sebagaimana diatur dalam Pasal 
351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa dinyatakan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan yang mengandung unsur-unsur: 
1. Barang Siapa 
2. Unsur Penganiayaan 
3. Unsur mengakibatkan luka berat 
MENGADILI: 
1. Menyatakan terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIB DEWA DG 
TALLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BASRI ALIAS BACICI BIB 
DEWA DG TALLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 
(dua) tahun; 
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3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan 
penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa :Sebilah parang yang panjangnya 40 
cm berhulu kayu bersama sarungnyayang terbuat dari kayu yang dililit 
dengan karet warna hitam Dirusakkan hingga tidak dapat 
dipergunakan lagi; 
6. Membebankan biaya yang timbuk dalam perkara ini kepada terdakwa 
sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ; 
 
C.   Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa 
1. Penyebab terjadinya Disparitas Pidana 
Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas 
pemidanaan (putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum 
pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk 
memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan 
penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-
undang.2 Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih 
beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh 
undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. 
Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan 
bahwa surat putusan pemidanaan memuat :  
Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 
tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.3 
                                                             
2Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, h. 56. 
3Republik Indoneia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bab XVI, pasal 1. 
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Selain diatur dalap pasal 197 KUHAP, hal ini juga diatur dalam pasal 8 
ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan 
berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatiakan pula sifat yang baik dan 
jahat dari terdakwa”.4 
Berkaitan dengan hal itu, penjelasan atas pasal 8 ayat (2) menegaskan 
sebagai berikut: 
Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib 
memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang 
dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.5 
Faktor-faktor yang dapat meringankan antara lain, terdakwa masih muda, 
berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan 
yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, 
meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. Faktor-faktor yang 
meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa  dan faktor yang 
memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. 6 
Berikut ini merupakan pertimbangan hakim yang memberatkan dan 
meringankan kepada terdakwa dalam putusannya pada perkara No. 
261/Pid.B/2015/PN.Sgm dan 22/Pid.B/2016/PM/Sgm 
 
 
 
 
                                                             
4Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009. bab II, pasal 8 ayat (2). 
5Republik Indonesia, Penjelasan  atas Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009.  Pasal 
8 ayat (2). 
6Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2014),  h. 
90.  
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Tabel 4.1 
Pertimbangan Hakim  
No
. 
Nama 
Terdakwa 
No. 
Putusan 
Alasan 
Pemberat 
Alasan Peringanan Putusan 
Hakim  
  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
  2. 
Hamka 
Hafid 
Dg.Sutte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basri 
Alias 
Bacici Bin 
Dewa Dg 
Talli 
No.261
/Pid.B/
2015/P
N.Sgm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.22/
Pid.B/2
016/PN 
Sgm 
 
 
- Perbuatan 
terdakwa 
dapat 
membaha
yakan 
nyawa 
orang lain 
 
 
 
 
 
 
- Terdakwa 
seorang 
residivis 
 
 
 
 
- Terdakwa mengaku 
terus terang 
perbuatannya, 
mengaku bersalah 
dan menyesali akan 
kesalahannya 
- Bahwa terjadinya 
tindak pidana ini 
bukanlah semata-
mata disebabkan 
oleh Terdakwa 
akan tetapi ada 
peran dari korban 
- Terdakwa 
mengakui 
perbuatannya 
- Terdakwa bersikap 
sopan selama di 
persidangan 
3 tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 tahun  
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Dalam putusan hakim No. 22/Pid.B/2016/PN.Sgm., terdakwa masuk 
dalam klasifikasi recidive atau pengulangan tindak pidana. Hal ini dapat terjadi 
manakala seseorang melakukan suatu delik dan telah dijatuhi pidana dengan suatu 
putusan yang inkrach van gewijsde, kemudian melakukan suatu delik lagi. Hal ini 
juga menjadi penyebab terjadinya disparitas karena meskipun dua pelaku sama-
sama dituntut dengan pasal yang sama tetapi beda status. 
Pemidananan terhadap residivis akan lebih berat berdasarkan pasal 486, 
487 dan 488 KUHP dengan sistem pemberatan pidana dengan jenis recidive 
khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam “kelompok 
jenis”. Yang dimaksud dengan kelompok jenis adalah bahwa kejahatan yang 
diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang 
pertama atau yang terdahulu. 
Dalam pertimbangan hakim pada putusan No. 22/Pid.B/2016/PN.Sgm 
menitik beratkan pada fakta persidangan bahwa yang menjadi alasan terdakwa 
menganiaya korban dikarenakan korban terlebih dahulu memprofokasi terdakwa. 
Lebih dari persoalan terdakwa adalah seorang residivis, hakim memandang 
bagaimana terdakwa dapat melakukan hal tersebut. Selain itu yang menjadi 
pertimbangan pula untuk menjatuhkan berat ringannya putusan adalah luka yang 
diakibatkan dari penganiayaan tersebut.7 
Dari dua putusan tersebut, maka penyebab adanya disparitas pemidanaan 
pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah  
karena pertama, secara umum dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang 
                                                             
7Sigit Triatmojo, Hakim Pengadilan Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 November 
2017. 
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(KUHP) secara umum mengandung sistem perumusan indefinite, artinya tidak 
ditentukan secara pasti. Dalam pasal 351 ayat (2) dikatakan “…diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun”. Dari sini pembuat undang-undang 
memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara 
minimal satu hari sampai dengan maksimal lima tahun penjara. Kedua, melihat 
dari kasuistik dari masing-masing kasus. Ketiga, cara dan motif yang dilakukan 
juga berbeda-beda.  Keempat,  akibat yang ditimbulkan juga berbeda-beda pula. 
Menurut Sigit Triatmojo sebagai hakim dalam majelis yang memutus 
perkara tersebut menjelaskan terjadinya perbedaan putusan antara perkara yang 
sama pada putusan No. 261/Pid.B/2015/PN.Sgm dan Putusan No. 
22/Pid.B/2016/PN.Sgm diakibatkan karena karakteristik setiap perkara yang 
berbeda-beda. Dalam memberikan putusan hakim melihat secara kasuistik, 
sehingga penyebab terjadinya disparitas pidana itu bervariasi, termasuk 
diantaranya keadaan diri terdakwa (psikis), motivasi melakukan kejahatan 
penganiayaan, dan hal-hal yang menjadi  peluang terdakwa melakukan 
penganiayaan tersebut. Misalnya adanya profokasi dari korban dan penggunaan 
senjata tajam pada kegiatan sehari-hari.8 
 Kemudian faktor penyebab kedua dari adanya disparitas pidana adalah 
bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 
Menurut Hood dan Sparks yang juga disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi, 
sifat internal dan eksternal pada diri hakim kadang-kadang sulit dipisahkan, 
karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “human 
                                                             
8Sigit Triatmojo, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 
November 2017. 
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equation” atau “personality of the judge” dalam arti luas yang menyangkut 
pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, 
perangai dan perilaku sosial.9 
Menurut H. Amiruddin sebagai hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa 
menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam 
mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah faktor subjektif berupa sikap 
perilaku emosional hakim yaitu sikap yang penuh pengertian, sabar, ataukah 
arogan. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil keputusannya. Selain itu hakim 
juga harus menguasai ilmu pengetahuan serta ditopang dengan moral dan akhlak 
yang baik. Adapun faktor objektifnya adalah berupa profesionalisme yang terkait 
dengan kode etik hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kaidah hukum 
yang berlaku.10 
Sehubung dengan faktor tersebut di atas, Salam Siku menambahkan 
faktor lainnya ialah tidak adanya pedoman bagi hakim di dalam menjatuhkan 
pidana, sehingga hakim bebas untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan 
dan peranan dari pelaku.11 
2. Dampak terjadinya Disparitas Putusan Hakim 
Dampak dari disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. 
Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, 
pertama, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Kedua, 
                                                             
9Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, h. 58. 
10Amiruddin Mahmud, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Wawancara, Gowa 13 November 2017. 
11Salam Siku, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Dan Hukum, Wawancara, Gowa 17 
November 2017. 
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terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang 
lainnya. Ketiga, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. Keempat, 
menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya di lembaga pengadilan. 
Kelima, dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum 
dalam Criminal Justice System.12                                                                                                                                                
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief 
bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang 
kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (victim) “the 
judicial caprice”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal 
penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam 
tujuan pemidanaan. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana 
disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan 
sikap anti-rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat 
dari pada yang lebih berat yang lain di dalam kasus yang sebanding.13 
Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan 
dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan 
diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidak percayaan terhadap 
lembaga perdilan, kemudian ketidak puasan masyarakat karena ketidakadilan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang 
merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.14 
                                                             
12Amiruddin Mahmud, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Wawancara, Gowa 13 November 2017. 
13Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, h. 54.  
14Salam Siku, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar, Wawancara, Gowa 17 November 2017. 
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Tercapainya tujuan pemidanaan tidak hanya didasarkan pada hasil 
putusan saja, namun juga keberhasilan proses pembinaan di Lembaga 
Permasyarakatan dan terhadap diri terdakwa sendiri.15 Selain itu, putusan hakim 
juga diawasi oleh lembaga wasmat (pengawas pengamat) yang diatur dalam 
KUHAP. Hakim wasmat ini berfungsi mengawasi seberapa jauh keputusan 
pengadilan dilaksanakan di LP. Misalnya apakah pembinaan di LP itu dilakukan 
dengan baik, apakah putusan pengadilan dijalankan dengan sesungguhnya di LP. 
Karena hakim memutuskan pidana itu dengan harapan terpidana akan menjadi 
baik.16 
 Disparitas putusan hakim atas perkara tindak pidana penganiayaan 
dalam putusannya tersebut di atas mendeskripsikan adanya sebab-sebab atau 
pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam setiap 
menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.  
Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya pertimbangan 
kepentingan masyarakat, kepentingan Negara,  kepentingan si pelaku tindak 
pidana dan kepentingan korban tindak pidana.  Pertimbangan kepentingan dalam 
hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas 
keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa 
pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan 
hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu 
                                                             
15Sigit Triatmojo, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 
November 2017. 
16Amiruddin Mahmud, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Wawancara, Gowa 13 November 2017. 
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yang patut atau  layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas 
perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. 
Sampai kapanpun, disparitas putusan hakim akan terus terjadi bila 
keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang 
kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai 
konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung kepada pelaku tindak pidana 
maupun masyarakat umum. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana 
(criminal justice system), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator dari 
pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara 
hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
penyelenggaraan hukum pidana.17  
 
D. Perspektif Hukum Islam tentang Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak  
Pidana Penganiayaan 
Untuk menjamin ketertiban dan keamanan yang berkenaan dengan nyawa 
dan anggota badan lainnya. Kisas dipandang lebih menjamin dari pada jenis 
hukum lainnya. Seseorang akan berpikir dua kali untuk membunuh misalnya 
kalau akibat yang bakal dia terima persis seperti apa yang dia lakukan terhadap 
orang lain. 
Perbedaan kisas dengan diat adalah kisas merupakan bentuk hukuman bagi 
pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. 
Adapun diyat merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan 
objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja. 
                                                             
17Muladi dan Barda Nawai Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, h. 72. 
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Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah kisas/diat terdiri atas 
lima macam, dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah kisas yaitu 
pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga 
jarimah termasuk dalam kelompok diat yaitu pembunuhan tidak disengaja 
pembunuhan semi sengaja dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. di samping 
itu, diat merupakan hukuman pengganti dari hukuman kisas yang dimaafkan.18 
Untuk mengetahui hukuman yang diterapkan oleh allah swt terhadap 
jarimah pelukaan, itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena 
hukuman kisas atau diat bila syarat-syarat kisas tidak terpenuhi. 
Pengertian kisas ialah agar perbuatan jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) 
setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh, atau dianiaya 
kalau mereka menganiaya. Hukuman kisas dijatuhkan atas pembunuhan sengaja 
dan penganiayaan sengaja.19 
Dengan demikian, disparitas pemidanaan pada jarimah kisas diat 
kemungkinan  kecil terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi sebab mengandung 
sistem perumusan definite (ditentukan secara pasti), yaitu hukuman pembalasan 
pada kisas dan diat berat (pada pembunuhan atau penganiayaan disengaja) dan 
diyat ringan (pada pembunuhan atau penganiayaan tidak disengaja) dengan ukuran 
yang jelas dan pasti. 
Dalam penelitian ini salah satu status terdakwa adalah seorang residivis 
(pengulangan tindak pidana) yang menjadikan pemberat bagi pemidanaannya. 
Pengertian pengulangan tindak pidana menururt hukum Islam yaitu sama dengan 
                                                             
18Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Cet.2, Pustaka Setia, 2010), h. 27-
29. 
19A.Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 279. 
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hukum positif namun dalam hal syarat-syarat seorang di katakan melakukan 
kejahatan ulang (residivis) dan masalah hukumannya berbeda dengan hukum 
positif. Kalau menurut hukum Islam, apabila seorang dianggap telah melakukan 
pengulangan jarimah ada tiga syarat yaitu20 : 
1. Orang yang telah dijatuhi hukuman jinayah kemudian ia melakukan jarimah 
jinayah lagi. 
2. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia 
melakukan sesuatu jarimah sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya 
hukuman atau dari masa hapusnya hukuman karena daluwarsa. 
3. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayat dengan hukuman kuruangan atau 
kurang dari satu tahun atau dengan hukuman denda, daan ternyata dia 
melakukan jinayat lagi sebelum lewat lima tahun maka, hukumannya sama 
dengan jinayah jinayah sebelumnya. 
Hal ini sudah jelas, bahwasanya syarat seseorang dikatakan melakukan 
pengulangan tindak pidana menurut hukum positif hampir sama namun hukum 
Islam tidak memberikan tambahan hukuman jika pelaku kejahatan mengulanginya 
lagi. Tetapi memberikan hukuman sesuai dengan jinayah sebelumnnya seperti 
hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dan As-Syafi‟I dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda tentang pencuri, ialah:  
Bila mencuri maka potonglah tangan (kanan)nya, bila mencuri lagi maka 
potonglah kaki (kiri)nya, bila mencuri lagi maka potonglah tangan (kiri)nya dan 
bila mencuri lagi maka potonglah kaki (kanan)nya. 
Hadis diatas sudah jelas, bahwasanya hukum Islam tidak menerangkan 
ada tambahan hukuman ketika seorang melakukan jarimah ulang.  
                                                             
20A.Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 324. 
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Jadi, hukum konvensional hampir sesuai dengan konsep fiqih jinayah. 
Namun, hukum islam lebih istimewa daripada hukum konvensional karena 
hukum Islam mengancamkan hukuman bagi pelaku yang terbiasa melakukan 
tindak pidana (mu’tad) dan penjahat profesional dengan hukuman mati dan 
hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan hukum konvensional sering 
memberikan hukuman ringan bagi pelaku kejahatan ulang apalagi para pejabat 
yang melakukan tindakan kejahatan.   
 
E. Persepsi Praktisi dan Akademisi tentang Disparitas Putusan Hakim pada 
Tindak Pidana Penganiayaan 
Demi kepastian hukum dan keadilan, maka dalam sistem peradilan 
pidana tidak seharusnya terjadi disparitas pemidanaan. Terjadinya disparitas 
pemidanaan dikarenakan sampai saat ini belum adanya pengaturan tentang 
pedoman pemidanaan pada KUHP yang berlaku di Indonesia.  
Disparitas putusan hakim pada umumnya bukanlah merupakan suatu 
permasalahan besar di dalam hukum pidana. Sebab hakim di dalam menjatuhkan 
putusan pasti disparitas. Disparitas merupakan fenomena putusan hakim yang 
terjadi dalam setiap negara hukum yang bukan sesuatu yang melanggar undang-
undang maupun kode etik. Namun pengadilan tetap harus memperhatikan nilai 
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam setiap putusannya. 21 
Dalam perkara tindak pidana penganiayaan, tidak semua keadaan pelaku 
maupun korban dapat disamakan karena dipengaruhi oleh faktor  motivasi, cara 
                                                             
21Salam Siku, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar, Wawancara, Gowa 17 November 2017. 
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melakukan, sikap batin, akibat perbuatan dan bobot dari perbuatan tersebut yang  
berbeda-beda. 
Selain itu, sikap/karakter hakim yang normatif akan cenderung 
menjatuhkan hukuman yang berat, atau sikap hakim yang memiliki nilai 
sosiologis yang tinggi akan cenderung menjatukan hukuman yang ringan. Namun 
dari segala aspek pertimbangannya, kebebasan hakim tidaklah boleh dicampuri 
selama memenuhi indikator yang benar. 22 
Dalam kerangka kebebasan hakim yang termaktub dalam Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di 
bawah minimum ancaman dan di atas maksimum ancaman, tidak boleh 
menjatuhkan putusan bebas apabila tidak memenuhi syarat pembebasan, tidak 
boleh menjatuhkan pidana apabila tidak mencukupi dua alat bukti. Misalnya 
dalam pasal 351 (2) KUHP, hakim tidak mungkin menjatuhkan lebih dari 5 tahun 
kecuali dengan pemberatan. Kebebasan itu juga adalah kebebasan dari pengaruh 
luar. Artinya hakim bebas dari intervensi dari luar, baik itu faktor politik maupun 
eksekutif dan sebagainya. 23 
Tercapainya tujuan pemidanaan itu tergantung dari pandangan hakim 
sendiri tentang tujuan pidana. Jika hakim menjatuhkan pidana dengan tujuan 
untuk balas dendam, pasti akan mejatuhkan pidana yang lebih berat. Namun, ada 
yang lebih ditekankan lagi, yaitu bagaimana memperbaiki si pelaku menjadi 
orang baik dan bagaimana ia dapat kembali kepada masyarakat. Terkhusus untuk 
                                                             
22Amiruddin Mahmud, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Wawancara, Gowa 13 November 2017. 
23Salam Siku, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar, Wawancara, Gowa 17 November 2017. 
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terdakwa residivis, bukan menjadi alasan pula untuk memberatkan pemidanaan 
kepadanya karena pengulangan tindak pidana bukan hanya karena faktor tidak 
tercapainya tujuan pemidanaan pada putusan sebelumnya tapi yang paling 
dominan menentukan masa depan baik tidaknya terpidana adalah Lembaga 
Permasyarakatan, bukan seata-mata dari putusan hakim. Jadi, disini yang 
menenukannya adalah bagaimana proses selanjutnya pembinaan di Lembaga 
Permasyarakatan. Karena putusan hakim itu tidak serta merta mewujudkan 
tujuan-tujuan pemidanaan.24 
Untuk meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan yaitu dengan 
pertama, menciptakan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam 
KUHP yang menyangkut aspek subyektif dan obyektif dari pelaku tindak pidana. 
Kedua, memberikan landasan filosofi, pertimbangan, kriteria dan penilaian yang 
sama atas pemidanaan beberapa perkara delik yang sama atau dengan landasa 
yang cukup reasonable. Ketiga, diadakan pemahaman visi dan misi yang sama 
antara majelis hakim di dalam memeriksa perkara, dan keempat, pengintegrasian 
badan penyelenggara hukum pidana (criminal justice system) secara terpadu.    
     
F. Analisis Peneliti Tentang Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana 
Penganiayaan 
Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan berupa penyerangan 
atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, 
bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat mengakibatkan 
                                                             
24Sigit Triatmojo, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 14 
November 2017. 
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kematian. Adanya kesengajaan perbuatan dan tujuan dari perbuatan tersebut 
berakibat pada rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh merupakan unsur dari 
tindak pidana penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHPidana. 
Terpenuhinya unsur dakwaan penuntut umum dalam proses persidangan 
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, 
penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui 
alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah memenuhi unsur-unsur 
yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.  
Selanjutnya dalam mempertimbangkan berat ringannya pemidanaan 
didasarkan pada latar belakang perbuatan terdakwa, akibat yang ditimbulkan 
dalam hal ini rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh korban, dan juga kondisi 
dari terdakwa itu sendiri. Semua hal ini akan terungkap dalam fakta-fakta 
persidangan yang mana pada setiap perkara akan berbeda sehingga hakim 
memiliki pertimbangan hukum yang berdeda-beda pula pada setiap kasus. 
Perbedaan pertimbangan itu akan menjadi salah satu penyebab terjadinya 
perbedaan putusan dalam kasus yang sama. Perbedaan inilah yang kerap kali 
disebut sebagai disparitas pemidanaan oleh para pencari keadilan yang ditafsirkan 
secara sempit. Yang pada hakikatnya disparitas merupakan perbedaan putusan 
yang tidak memiliki dasar pertimbangan hukum yang jelas. 
Pada putusan No. 261/Pid.B/2015/PN.Sgm dan No. 
22/Pid.B/2016/PN.Sgm adalah dua contoh putusan yang berbeda dalam tindak 
pidana yang tingkat keseriusan yang sama, ialah sama-sama dikategorikan 
penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (pasal 351 ayat 2). Dalam putusan 
tersebut memuat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang 
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menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Salah satunya 
adalah hal yang memberatkan karena terdakwa merupakan seorang residivis.  
Demikian dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan 
pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok. Karena hakim pada dasarnya secara 
kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. 
Namun dalam penjatuhan pidanannya masih dibawah ancaman pidana maksimal.  
Dalam hal ini hakim harusnya menjatuhkan pidana bersandar kepada teori 
pencegahan khusus untuk ditujukan kepada si pelaku delik yang mempunyai sifat 
“membuatnya menjadi tidak berdaya”. Sebab dalam hal pemberatannya, ternyata 
terdakwa sebelumnya pernah di hukum yang itu tidak menimbulkan efek jera, lagi 
pula meresahkan masyarakat. Maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah 
bersifat membinasakan atau membuatnya tidak berdaya. 
Disparitas putusan pidana sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim 
dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana 
yang sama. Sehubungan dengan kebebasan hakim ini, menurut Sudarto bahwa 
kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, 
sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana 
akan mendatangkan perasaan tidak sreg bagi masyarakat, maka pedoman 
memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi 
ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali. 
Dalam hal ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencapai uniformitas 
mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas 
maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan 
dan keyakinan hakim.  
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Keyakinan hakim itulah harus diperkuat dengan melihat kesalahan 
pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin 
pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara 
melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak 
pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana 
terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau 
keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap 
tindak pidana yang dilakukan. 
Disadari bahwa keputusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama 
atau disparitas dalam bentuk lainnya  telah menimbulkan stigma bagi masyarakat 
dan perbedaan pandangan bagi kaum akademisi hukum, ada yang memandang 
disparitas pidana itu sebagai sesuatu yang „wajar‟ dan ada pula yang 
memandangnya sebagai sesuatu ketidakadilan. Penilaian masyarakat yang 
berbeda tentang disparitas pidana masing-masing memiliki alasan yang berbeda 
pula. Kalangan yang memandang disparitas pidana itu sesuatu yang wajar 
menempatkan disparitas pada konteks yuridis dan falsafah pemidanaan, sementara 
kalangan yang memandang disparitas sebagai suatu ketidakadilan, menempatkan 
disparitas pada konteks non hukum atau konteks sosiologis.  
Bagi penulis, secara yuridis disparitas pidana  adalah sesuatu yang wajar 
terjadi dalam penegakan hukum pidana, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana 
memiliki kebebasan yang cukup luas dan tidak dapat diintervensi sehingga  
putusan yang dijatuhkan tidak dapat diganggu gugat kecuali putusan itu dapat 
diuji melalui pengadilan yang lebih tinggi dengan upaya hukum biasa atau upaya 
hukum luar biasa. Di sisi lain, secara sosiologis disparitas pidana dihubungkan 
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dengan independensi hakim tidak selamanya berarti ketidakadilan, sebab putusan 
hakim itu umumnya adalah putusan majelis melalui musyawarah berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan alat-alat bukti yang diajukan di 
persidangan, sekalipun tak dapat dipungkiri bahwa peluang hakim untuk 
menyalahgunakan kebebasannya tetap ada. Bagi penulis, nilai keadilan itu relatif 
dan bersifat subjektif sehingga setiap orang berhak menilai sesuatu sesuai dengan 
nilainya sendiri. 
Oleh karena itu, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis delik 
harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani 
pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali 
ke masyarakat. Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan 
kemashlahatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. 
Kemudian juga memberikan kemashlahatan bagi masyarakat pada umumnya, 
karena dengan diterimanya bekas terpidana oleh masyarakat, ia dapat merasakan 
efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup 
nyaman dan tentram. 
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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian dengan memperhatikan pokok-pokok 
permasalahan yang diangkat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Dari dua putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat itu terdapat disparitas pidana dengan putusan yang 
beragam. Hal itu disebabkan karena pertama undang-undang memberikan 
peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal lima 
tahun penjara. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut sistem 
perumusan lamanya pidana secara indefinite (tidak ditentukan secara pasti). 
Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. Kedua pelakunya 
berbeda-beda. Ketiga, cara melakukan penganiayaan berbeda-beda dan 
keempat, motif yang digunakan oleh para pelaku bervariasi. Kelima, hakim 
kurang memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non 
yuridis dalam penjatuhan putusan. Hal-hal tersebut tidak memberikan 
landasan, kriteria dan ukuran yang sama diantara para pelaku dalam perkara 
yang sama.   
2. Disparitas pemidanaan atas perkara tindak pidana penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat dalam perspektif hukum Islam dikenakan 
jarimah/diat yang mengandung sistem perumusan definite (ditentukan secara 
pasti) sehingga kemungkinan kecil tidak dapat terjadi disparitas pemidanaan 
dalam putusan hakim. 
3. Persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan 
hakim pada perkara penganiayaan adalah dengan melihat kasuistik perkara 
yang ditanganinya sehingga menyebabkan disparitas. Disparitas putusan 
hakim pada umumnya bukanlah merupakan suatu permasalahan besar di 
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dalam hukum pidana. Sebab hakim di dalam menjatuhkan putusan pasti 
disparitas. Disparitas merupakan fenomena putusan hakim yang terjadi dalam 
setiap negara hukum yang bukan sesuatu yang melanggar undang-undang 
maupun kode etik. Namun pengadilan tetap harus memperhatikan nilai 
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam setiap putusannya. 
 
B. Implikasi Penelitian 
1. Aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat 
bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar, 
artinya beralasan (reasonable) dan disparitas yang tidak mempunyai landasan 
yang reasonable itu yang tidak boleh dilakukan, sebab hal ini akan 
bertentangan dengan azas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang ada di 
masyarakat. Jadi, kalau pidana itu diberikan berbeda-beda, padahal 
kesalahannya sama, maka itu justru dirasakan akan bertentangan dengan 
keadilan. 
2. Kalangan akademisi dan praktisi hukum hendaknya menyelenggarakan 
diskusi/seminar atau pertemuan-pertemuan lainnya dalam bentuk apapun 
untuk membahas dan mengadakan pembicaraan tentang uniformitas 
(penyeragaman) penghukuman dan kemudian mengenai disparitas yang kerap 
kali terjadi pada putusan hakim. 
3.  Hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan seharusnya 
menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu 
berorientasi kepada keilmuan, sebab citra buruk lembaga pencari keadilan 
tersebut yang sarat dengan mafia peradilan sudah bukan menjadi rahasia 
umum lagi bagi masyarakat luas.  
4. Para pejabat hukum yang masuk dalam criminal justice system atau sistem 
penyelenggaraan hukum pidana hendaknya bekerja untuk menjalankan 
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kekuasaan di bidang hukum pidana secara kolektif, terpadu (integrated) dan 
mengedepankan profesionalisme.   
5. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan 
pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna 
mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta 
pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban 
maupun masyarakat luas. 
6. Pemerintah perlu menyediakan lembaga khusus yang diberi wewenang untuk 
menentukan berat-ringannya pidana atau ada pertimbangan-pertimbangan lain 
(selain hakim) yang dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana. 
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